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Nama Penyusun : Muh.Yasin
Nim : 10300108038
Judul Skripsi : Pidana Mati Sebagai Bentuk Perlindungan HAM (Analisis
Terhadap Pembunuhan Sengaja)
Skripsi ini membahas masalah pidana mati atau qishas, bagaimana konsep
HAM dalam hukum Islam serta bagaimana pemidanaan tersebut melindungi hak asasi
manusia yaitu hak untuk hidup.
Untuk mengkaji terkait dengan perlidungam HAM dengan pidana mati
digunakan pendekatan syar’i dan dan yuridis formal, yaitu dengan menganalisis nas
al-Qur’an dan Hadis serta perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.
Serta menggunakan metode pengolahan data induktif, deduktip, dan komperatif
Pidana mati dalam arti qishas adalah salah satu bentuk pemidanaan dalam
Islam yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja, Pemidanaan ini
merupakan bentuk perwujudan dari hukum pidana Islam untuk betu-betul
melindungi hak asasi manusia dalam hal ini hak untuk hidup. Menurut beberapa
pakar hukum pidana terutama dari dunia Barat pidana mati merupakan pemidanaan
yang sangat tidak manusiawi, akan tetapi kalau dilihat lebih luas maka pidana mati
justru bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat dan rasa keadilan bagi keluarga
korban. Sehingga pemidanaan ini perlu dilirik oleh masyarakat atau negara sebagai
sebuah trobosan baru untuk menciptakan masyarakat yang jauh dari tindakan
pembunuhan sekaligus sebagai bentuk penegakan HAM.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberikan  akal oleh Allah swt.
tentu dengan akal tersebut manusia  memiliki tanggung jawab yang sangat besar
untuk menciptakan perdamaian dan kelangsungan hidup di muka bumi ini.
Manusia dengan akal yang  dimiliki kadang mampu menimbang mana perbuatan
yang baik dan perbutan yang tidak baik sesuai dengan  pakta yang diindra dan
dirasakan sehingga dengan hal tersebut manusia membuat troboan-trobosan
dengan tujuan supaya kehidupan di muka bumi bisa harmonis.
Tapi bagaimanapun trobosan-trobosan yang dibuat manusia dengan
menggunakan potensi akal yang dimiliki kemungkinan akan menghasilkan
sesuatu yang lemah dan kurang, karena akal sendiri merupakan ciptaan Tuhan
yang bersipat lemah. Oleh karena itu manusia membutuhkan petunjuk dari sang
pencipta yaitu Allah swt. untuk membimbingnya supaya tercipta kemaslahatan di
muka bumi.
Dalam diri manusia terdapat dua potensi yang diberikan Allah swt. yaitu
potensi untuk berbuat kebaikan dan potensi untuk berbuat kejahatan. Manusia
tinggal memilih potensi mana yang mau ditonjolkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kerapkali terlihat dalam kehidupan ini manusia dengan potensi negatip yang
dimiliki digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan seperti
2pencurian, perampokan, pencabulan, penipuan sampai menghilangkan nyawa
sesamanya, tentu ini semua merupakan permasalahan yang harus diselesaikan.
Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang  kerap mewarnai
kehidupan manusia dari sejak manusia ada bahkan merupakan tindak pidana yang
pertamakali ada di muka bumi ini.1 Karena kehidupan manusia kerapkali dihiasi
oleh tindak  kriminal  seperti pembunuhan, maka mau tidak mau manusia harus
mencari bagaimana cara supaya  tindak pidana itu bisa diminimalisir sebaik
mungkin, mulai dari meletakan nilai-nilai, pimikiran serta teori-teori pemidanaan
baik yang digali dari kitab suci maupun dari pemikirannya sendiri untuk
mendukung keinginan tersebut.
Allah swt. mengutus  Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa agama
Islam yang rahmatanlilalamin, dengan al-Quran sebagai kitab suci sekaligus
sebagai sumber hukum tentu merespon tindakan-tindakan kriminal terlebih khusus
tindakan pembunuhan. Dalam konteks pembunuhan, al-Quran menyebutkan
bahwa pembunuhan itu merupakan salah satu perbutan yang dilarang, artinya
ketika perbutan tersebut dilarang berarti perbuatan tersebut termasuk dari tindakan
yang negatip dan bisa dimasukan ke dalam tindakan kriminal. Tidak hanya sampai
disitu lebih lanjut lagi al-Quran menjelaskan sanksi dari tindakan kriminal
tersebut diantaranya pidana mati (qishas). Diantara bentuk pemidanaaan atau
sanksi dalam Islam pidana matilah yang dianggap sebagai bentuk sanksi yang
paling tegas. Dan dengan adanya tindak pidana mati sebagai bentuk qishas yang
disyariatkan Allah swt. tentu memiliki tujuan dan pungsi bagi manusia dimuka
1 Peristiwa Pembunuhan Habil oleh saudaranya Kabil
3bumi ini, dan seharusnya manusia sebagai makhluk memegang teguh konsep
pemidanaan ini sebagai sistem pengamanan  untuk menjadikan masyarakat yang
nonkriminal dan tentram sekaligus sebagai bentuk ketakwaan kepada al-Khalik.
Sejalan dengan waktu orang-orang Barat memandang hukum pidana Islam
termasuk pidana mati dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman,
kerapkali  pidana mati dianggap sebagai bentuk kekejaman, tidak manusiawi,
sadis dan melanggar HAM. pandangan seperti ini datang dari para pemikir-
pemikir Barat terutama pada pertengahan abad 19 masehi.2
HAM salah satu bentuk konsep pemikiran yang sangat menonjol dan
digembor-gemborkan oleh Barat, bahkan konsep ini disebar luaskan kesemua
penjuru dunia tanpa memandang latar belakang, nilai-nilai yang membangun
sebuah tatanan masyarakat dan negara tersebut, termasuk ke negeri-negeri Islam.
Ide HAM telah menjadi perkara penting ditengah-tengah kehidupan masyarakat
saat ini, tegaknya ide dasar HAM dan upaya untuk senantiasa mempertahankanya
saat ini baik yang dinisbahkan kepada Islam maupun bukan, selalu berhubungan
dengan Barat. Barat telah menjadi rujukan bagi persoalan HAM. Negra-negara
Barat sangat berperan dalam mengglobalkan berbagai pandangan dan pemahaman
yang mengusung ide HAM. Di banyak negara-negara Barat memaksakan nilai-
nilai dan pandangan-pandangan melalui penjajahan, hegemoni dan
ketergantungan materi (ekonomi) dalam berbagai aspek kehidupan.
Oleh karena itu, HAM selanjutnya menjadi sebuah tatanan nilai yang
sangat  berperan dalam membangun masyarakat dunia, yang mana konsep HAM
2 Topo santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam;Penegakan Syariat Dalam Wacana
dan Agenda ( Cet .1; Jakarata: Gema Insani Press, 2003),h . 2.
4tersebut harus diterima dalam makna dan penafsiran negara-negara Barat dengan
pandangan bahwa konsep HAM itu bersipat universal. Karena sipatnya yang
universal maka HAM pada dasarnnya bisa diterima oleh negara manapun tanpa
ada  yang dimodifikasi, dalam artian bahwa nilai-nilai HAM berlaku sama
dimanapun dan kapanpun tanpa memandang latar belakang budaya dan sejarah
yang berbeda.3 Dan inilah bentuk pengakuan nilai-nilai HAM jika kita melihat
dari segi universalitasnya.
Dengan adanya pandangan HAM yang besipat universal maka mau tidak
mau pandangan tersebut harus masuk ke negara-negara di dunia dan menjadi
pandangan hidup di tengah-tengah masyarakat internasional. Yang pada akhirnya
akan menggeser nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai HAM
tersebut, sehingga  akan merusak  eksistensi nilai suatu tatanan masyarakat dalam
sebuah negara. Dan pakta inilah yang juga terjadi di kalangan masyarakat Islam
secara umum, nilai-nilai Islam yang sudah dibangun berabad-abad tahun yang lalu
sudah mulai terkikis sedikit demi sedikit dalam semua segi. Terlebih husus lagi
dalam pidana Islam, Barat menganggap pidana Islam harus direkontruksi ulang
karena pidana Islam jauh dari aspek-aspek kemanusiaan. Seperti pidana mati, ada
anggapan menghilangkan nyawa seseorang merupakan pelanggaran yang sangat
besar, sehingga mau tidak mau pidana mati harus digantikan dengan pemidanaan
yang lebih manusiawi, sehingga lebih menjamin hak hidup seorang individu.
Demikianlah pandangan secara umum dari pidana mati kalau dikaitkan dengan
konsep HAM dalam perspektif Barat, berangkat dari itu, maka perlu kiranya ada
3 Abdul Razak, et al.,eds, Pendidikan Kewargaan;Demokrasi Hak Asasi Manusia dan
Masyarakat Madani (Cet. 111 ; Jakarta: Kencana, 2008), h. 131.
5sebuah antitesa untuk menjawab pandangan tersebut dengan menghadirkan kajian
lain sehingga ada  titik terang unuk mengembalikan pidana mati sebagai sebagai
sebuah bentuk pemidanaan yang patut untuk diterapkan. Dan dari semangat itulah
skripsi ini dibuat dengan judul; Pidana Mati Sebagai Bentuk Perlindungan HAM
(Analisis Terhadap Pembunuhan Sengaja).
B. Rumusan Masalah.
Berdasarakan latar belakang yang  telah diuraikan di atas mengenai tindak
pidana pembunuhan yang dikaitkan dengan HAM maka dapat dirumuskan
permasalahan pokok sebagai berikut:
1. Pidana mati sebagai bentuk perlindungan HAM dalam hukum Islam
Dari permasalahan pokok tersebut maka dirumuskan sub masalah:
1. Bagaimana pidana mati melindungi HAM dalam hukum Islam?
2. Bagaimana aplikasinya di Indonesia?
C. Definisi Oprasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1.    Definisi oprasional.
Untuk tidak terjadinya kesalahpahaman mengenai makna variabel-
variabel yang ada pada judul maka perlukiranya untuk memberikan definisi dan
penekanan makna pada  variabel-variabel tersebut, yaitu sebagai berikut:
a. Pidana mati
Pidana mati yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pidana mati bagi
pelaku pembunuhan dalam Islam yaitu qishas yang dalam arti syar’i adalah
6pembalasan untuk pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatan yang
dilakukannya.4 Yaitu apabila orang melakukan kejahatan seperti
pembunuhan maka akan dikenakan pidana mati sebagai hukuman atas
perbuatannya itu.
b. HAM ( Hak Asasi Manusia )
Hak asasi manusia yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hak asasi
yang dimiliki dan melekat pada setiap individu yang dibawa sejak lahir
wajib dilindungi tanpa memandang suku, etnis, bangsa, warna kulit dan
lain-lain.
Setiap individu berhak dan memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa
ada kekangan dari pihak lain dengan melihat batasan-batasan norma yang
disepakati bersama, baik norma dan nilai yang disepakati itu nanti berasal
dari paham keagamaan ataupun tidak. Begitu juga istilah HAM pada
tulisan ini akan lebih ditekankan kepada HAM dalam perspektif Islam .
c. Pembunuhan
Pembunuhan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pembunuhan
yang dilakukan dengan cara sengaja, karena pembunuhan dengan cara
sengajalah yang mempunyai konsekwensi dalam bentuk pidana mati  atau
qishas.5
2.    Ruang lingkup penelitian.
Pidana mati sebagai bentuk perlindungan HAM (Analisis terhadap
pembunuhan sengaja) yaitu judul  yang disajikan dalam rangka pembuatan skripsi
4 Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, Qishos Pembalasan yang Hak ( Jakarta:
Khairul Bayan, Sumber Pemikiran Islam, 2003), h . 10.
5 Topo Santoso, op. cit., h. 37.
7yang akan membahas mengenai tindak pidana mati sebagai salah satu metode
untuk perlindungan HAM bagi pelaku pembunuhan sengaja. Dengan tujuan
mencari esensi disyariatkannya pidana mati bagi pelaku pembunuhan serta
mengkaitkannya dengan pandangan HAM menurut Islam, sebagai bentuk kajian
lain. Karena  selama ini pidana mati selalu dikaitkan dengan HAM dalam
pandangan Barat tanpa melihat dan menggali  secara mendalam HAM dalam
pandangan Islam. Oleh karena itu perlu kiranya ada penyeimbangan persefsi
sehingga  pandangan tersebut lebih objektif, supaya pidana mati tidak  lagi dilihat
sebagai bentuk pelanggaran HAM melainkan bentuk  perlindungan.
D. Kajian Pustaka
Dalam menyusun skripsi ini yang sesuai dengan judul tersebut digunakan
beberapa literatur yang terkait dengan pembahasan diantaranya sebagai berikut:
Shalahuddin Hamid dalam bukunya Hak Asasi Manusia dalam Perspektif
Islam, dalam buku ini dibahas mengenai HAM yaitu berupa sejarah lahirnya
HAM baik dari dunia Barat maupaun dari dunia Islam, serta membahas subtansi
HAM dalam pandangan Barat dan Islam serta bentuk-bentuk hak manusia secara
partikal maupun horizontal, dalam buku ini penulis tidak membahas mengenai
pidana secara umum maupun pidana mati secara husus serta kaitannya dengan
HAM.
Abdurrahaman Madjrie dan Fauzan al-Anshari dalam bukumya Qishas
Pembalasan yang Hak. Buku ini membahas mengenai qishas baik dalam arti
pembunuhan maupun dalam arti mencederai, serta macam-macam pembunuhan,
8prosedur pelaksanaan qishas, sejarah pelaksanaannya pada masa khulapaurrosidin
dan  hikmah qishas. Buku ini tidak membahs mengenai HAM baik dalam
pandangan Islam serta kaitannya dengan pidana qishas.
Topo Santoso dalam bukunya yang berjudul Membumikan Hukum Pidana
Islam; Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda. Buku ini membahas
mengenai tindak pidana mati secara umum dalam pandangan Islam serta beberapa
ketentuan pidana qishas, menjelaskan HAM dalam pandangan Islam, dan
menjelaskan hak-hak terpidana dalam prosedur peradilan.
Buku ini tidak menjelaskan mengenai sejarah munculnya HAM serta pandangan
HAM dalam perspektif Barat.
Buku yang  diterbitkan oleh Icce UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang
berjudul Demokrasi; Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, dalam buku
ini dibahas masalah perkembanagn HAM di Eropa, pandangan HAM yang
bersipat universalitas dan relativitas, bentuk pelanggaran dan pengadilan HAM
serta Islam dan HAM, dalam buku ini tidak membahas mengenai pandangan
HAM terhadap pidana mati atau pun qishas.
Muhammad Ahmad Mufti dan Sami Saleh al-Wakil dalam bukunya yang
berjudul HAM Menurut Barat dan HAM Menurut Islam buku ini membahas
mengenai sejarah lahirnya HAM dalam dunia Barat serta nilai yang mendasarinya
dan menjelaskan HAM dalam pandangan Islam secara mendalam, buku ini tidak
membahas mengenai tindak pidana mati yang terkait dengan pandangan HAM
dalam pandangan hukum Islam.
9Dari beberapa buku tersebut serta poin-poin pembahasannya terdapat
perbedaan yang sangat signifikan dengan apa yang menjadi topik pembahasan
dalam judul yang disajikan dalam penelitian ini, yaitu tidak adanya pembahasan
masalah tindak pidana mati secara umum maupun dalam arti qishas dan kaitannya
dengan HAM dalam perspektif Islam.
E. Metodologi Penelitian
1.    Jenis penelitin
Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian diskriptif kualitatif, yaitu
jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif obyek penelitian yang
terkait dengan tema judul yang telah ada dengan merujuk pada literatur-
literatur yang terkait dengan judul tersebut.
2. Jenis pendekatan.
Adapun jenis pendekatan yang dugunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Syar’i dan yuridis
Pendekatan Syar’i adalah pendekatan yang digunakan  berdasarkan al-
Quran dan Hadis
Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang digunakan berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku
3. Pengumpulan data
Dalam proses penelitian terkait dengan judul tersebut digunakan metode
pengumpulan data yang bersumber dari data skunder
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Data Skunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau
penelitian kepustakaan, yaitu usaha menelusuri dan mengumpulkan bahan
tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan publikasi
lainnya. Adapun untuk jenis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu suatu jenis data yang disajikan dalam bentuk tedigunakan juga metode penelitian library research yaitu proses pengumpuntuu-buku, .
4. Pengolahan dan Analisis Data
Dalam  mengolah data dalam penelitin ini digunakan metode kualitatif dengan
menggunakan teknik dan interprestasi data sebagai berikut:
a. Induktif
Metode Induktif adalah proses pengolahan  dan analisis data yang bertolak
dari hal-hal yang bersipat khusus yang kemudian untuk mengambil
kesimpulan yang bersipat umum.
b. Deduktif
Metode Deduktif adalah proses pengolahan dan analisis data yang bertolak
dari hal-hal yang bersipat umum yang kemudian mengambil kesimpulan
yang bersipat khusus
c. Komparatif
Metode Komparatif adalah proses pengolahan dan analisis data dengan
membandingkan data yang telah ada kemudian mengambil kesimpulan
yang kuat.
F. Tujuan dan Kegunaan
Dalam proses penelitian ini tentu tidak lepas dari tujuan dan asas mampaat




a. Untuk mengetahui apakah pidana mati termasuk bentuk perlindungan
HAM
b. Untuk mengetahui bagaimana pidana mati di Indonesia
2. Kegunaan
a. Kegunaan pribadi
Sebagai sarana untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan
konsep pidana mati atau qishas serta hubungannya dengan
perlindungan HAM, sehingga mampu mengembangkan dan
menambah khazanah keilmuan.
b. Kegunaan ilmiah
Penelitian skripsi ini bisa dijadikan sebagai bahan pengembangan ilmu
pengetahuan mengenai  konsep HAM dan  pidana mati  atau qishas,
dan bisa juga dijadikan rujukan bagi siapapun yang mau mendalami
secara mendalam terkait dengan konsep HAM dan pidana mati dalam
pandangan Islam supaya hazanah keilmuan itu makin kaya
c. Kegunaan praktis
1. Untuk memeberikan pandangan bagi masyarakat secara umum
terkait dengan  konsep HAM jika dikaitkan dengan tindak pidana
dilihat dari perspektif hukum Islam
2. Untuk memberi tambahan literatur bagi masyarakat pada
umumnya dan bagi dunia akademik yang pokus kajianya dengan
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tema sentral HAM dalam pandangan hukum Islam dan pidana mati




A. Pengertian Pidana Mati (Qishas)
Pidana mati merupakan salah satu dari bentuk qishas yang dimaksud disini
adalah sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan sengaja yaitu qishas. Qishas
dilihat dari sudut bahasa (lughawi) berasal dari bahasa arab yaitu صﺎﺼﻗ yang
artinya balasan kesalahan.6
Sedangkan dari sudut terminologi (istilahi)  qishas adalah pembalasan
untuk pelaku kejahatan setimpal dengan kejahatannya.7
Sedangkan pidana mati adalah membunuh si pembunuh yang melakukan
pembunuhan dengan sengaja.8
Ada juga yang mendefinisikan bahawa pidana mati adalah suatu hukuman
atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk
hukuman terberat yang dijatuhkan  atas seseorang akibat perbuatannya.9
Dari beberapa definisi  tersebut memiliki subtansi yang sama, yakni
pidana mati merupakan sebuah bentuk hukuman yang diberikan atas dasar suatu
tindakan tindak pidana yang dilakukan baik oleh perorangan atau kelompok. Dan
kalau dikaitkan dengan qishas maka tindak pidana yang dimaksud lebih husus
kepada tindak pidana pembunuhan saja, tapi ketika pemaknaanya dibawa kepada
6 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, ( Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989 )
7 Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, Qishas Pembalasan  yang Hak (Jakarta:
khairul Bayan, 2003), h. 10.
8 Abdurrahman al-Maliki, Sistem Sanksi dalam Islam (Cet. I; Perumahan Kedung Badak:
Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h. 144.
9 http://id.wikipedia.org/wiki/Hukuman_mati, diakses  tgl  15-07-2012.
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makna yang lebih luas, maka bisa pidana mati tersebut bukan hanya bagi pelaku
pembunuhan saja, melainkan bisa dikenakan kepada tindak pidana yang lainnya,
mengingat bahwa banyaknya tindakan kriminal yang  diancam dengan sanksi
pidana mati.
B. Pidana Mati Bagi Beberapa Pelaku Kriminal dalam Islam
Islam datang dengan beberapa konsep pemidanaan  sebagai wujud dari
bentuk respon dari tindakan-tindakan krimnal  yang kerap kali terjadi di tengah-
tengah masyarakat. konsep-konsep tersebut sangat beragam tergantung dari
bentuk  tindak pidana yang dilakukan, mulai dari tindak pidana yang ringan
sampai tindak pidana  yang berat, baik terkai dengan terkai dengan harta, anggota
tubuh, ataupun nyawa.
Di antara bentuk pemidanaan yang ada dalam Islam yaitu pidana mati,
pidana mati adalah pemidanaan yang terberat di antara pemidanaan yang ada dan
dikenakan kepada para kriminal yang mengakibatkan kekacauan yang  sangat
besar di tengah-tengah  masyarakat. Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan
dari Ibnu Mas’ud ra.
 َﻻ ) ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِ ﱠَﷲ ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ٍدﻮُﻌْﺴَﻣ ِﻦِْﺑا ْﻦَﻋ
 َُﺪﮭَْﺸﯾ ;ٍِﻢﻠْﺴُﻣ ٍئِﺮِْﻣا ُمَد ﱡﻞَِﺤﯾ :ٍثََﻼﺛ ىَﺪِْﺣِﺈﺑ ﱠِﻻإ ,ِ ﱠَﷲ ُلﻮُﺳَر ﻲﱢَﻧأَو ,ُ ﱠَﷲ ﱠِﻻإ ََﮫِﻟإ َﻻ َْنأ
ﮫْﯿَﻠَﻋ ٌَﻖﻔﱠﺘُﻣ ( ِﺔَﻋﺎَﻤَﺠِْﻠﻟ ُقِرَﺎﻔُﻤَْﻟا ;ِِﮫﻨﯾِِﺪﻟ ُكِرﺎﱠﺘﻟاَو ,ِﺲْﻔﱠﻨﻟِﺎﺑ ُﺲْﻔﱠﻨﻟاَو ,ِﻲﻧا ﱠﺰَﻟا ُﺐﱢﯿﱠﺜَﻟا
Artinya:
Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi
wa Sallam bersabda tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa
tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali salah
satu dari tiga orang: janda yang berzina, pembunuh orang dan orang yang
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meninggalkan agamanya berpisah dari jama'ah.10 (HR. Bukhari dan
Muslim)
Dari hadis tersebut, dapat kita maknai bahwa ada beberapa jenis tindak
pidana yang dikenai sanksi pidana mati  dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut
1. Al-Riddah (murtad)
Keyakinan adalah sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupan, karena
merupakan pondasi dari seluruh bangunan aspek-aspek kehidupan yang
mengarahkan manusia kepada cara pandang yang membentuk pola pikir dan pola
sikap. sehingga terbentuk pemahaman (mafahim) yang benar tentang posisinya
dimuka bumi ini. Oleh karena itu sejak diutusnya para Rasul yang pertama-tama
mereka dakwahi adalah aqidah. Karena kebenaran dalam berkeyakinan
menunujukkan kebenaran agama tersebut, maka ketika ada yang mencoba untuk
keluar dari keyakinan yang benar maka sesunguhnya dia telah meruntuhkan
pondasi kehidupan dan merupakan penghinaan  yang sangat besar terhadap apa
yang diyakini. Oleh karena itu Islam menjadikan perbuatan tersebut sebagai
pelanggaran  dan harus dikenakan sanksi seberat-beratnya. Allah swt. berfirman
                 
            .
Terjemahnya:
Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati
dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di
10 Al-Hapiz Ibnu Hajar al- Asqalani, Bulughul Maram, (t. d.) h. 254
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akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.11
(QS. al-Baqarah: 217).
Yang dimaksud dengan keluar dari Islam, menurut para ulama, bisa
dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalakan perbuatan), dengan ucapan dan
dengan i’tiqad. Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan
perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan
sesuatu yang diwajibkan, seperti melakukan zina dengan menganggapnya bukan
suatu perbutan haram.12 Adapun  murtad dengan i’tiqad adalah i’tiqad yang tidak
sesuai dengan i’tiqad (akidah) Islam, sperti beri’tiqad langgengnya alam, Allah
sama dengan makhluk.13adapun i’tiqad ini ada dua sisi, pertama meyakini dengan
pasti sesuatu yang berlawanan pemahan apa yamg diperintahkan atau yang
dilarang oleh agama. Seperti meyakini, bahwa Allah itu berserikat, menyembah
sesuatu selain Allah, meyakini bahwa al-Quran bukan Kalamullah; kedua
mengingkari sesuatu yang sudah diketahui dalam masalah agama. Seperti
mengingkari jihad, mengingkari keharaman khamar, mengingkari hukum potong
tangan dan lain-lain.14
Adapun sanksi untuk tindak pidana ini adalah hukuman mati dan hampir
merupakan konsensus diantara para ahli hukum Islam.  Terdapat bebrapa hadis
yang menerangakan tentang sanksi bagi pelaku murtad diantarnya  hadis yang
diriwayatkan Imam Bukhari dari Ikrimah yang berkata, “dihadapkan kepada
amirul mukminin’Ali ra. orang-orang zindiq, kemudian beliau ra. membakar
11 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Surabaya: CV Darus Sunnah,
2002), h. 35.
12 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam;Penegakan Syariat Dalam Wacana
dan Agenda ( Cet .1; Jakarata: Gema Insani Press, 2003), h. 31.
13 Ibid.
14 Abdurrahman al-Maliki, op. cit., h. 132.
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mereka. hal ini disampaikan kepada Ibnu Abbas dan ia berkata,” seandainya aku
(yang menghukum), maka aku tidak akan membakarnya, kemudian beliau
menerang sanksi  bagi pelaku murtdad sebagaiberikut:
 ْﻦَﻣ ) ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِ ﱠَﷲ ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ﺎَُﻤﮭْﻨَﻋ ُ ﱠَﷲ َﻲِﺿَر ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦِْﺑا ْﻦَﻋَو
 ﱡيِرﺎَُﺨﺒَْﻟا ُهاَوَر ( ُهُﻮُﻠﺘْﻗَﺎﻓ ُﮫَﻨﯾِد َلﱠَﺪﺑ
Artinya:
Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi
wa Sallam bersabda: "Barangsiapa berganti Agama, bunuhlah ia.15 (HR.
Bukhari).
Adapun pemberlakuan terhadap hukuman mati tidak serta merta
dilakukan, melainkan ada tenggang waktu yang diberikan untuk menasehati
pelaku murtad tersebut agar kembali kepada agama Islam. Dalam proses
menasehati pelaku murtad waktunya dibatasi  minimal selama tiga hari, ini
berdasarkan hadis dari Marwan, bahwa Rasulullah saw. memerintahkan agar
menasehati orang murtad. Demikian pula yang dilakukan oleh Umar dari
Muhammad bin Abdullah bin abd al-Qariy berkata seorang laki-laki dari sisi Abu
musa  mengadap kepada Umar bin Khattab,Umar bertanya kepada laki-laki itu
“apakah ada kabar dari (daerah lain) jauh?”laki-laki itu enjawab“ada! Yakni,
seorang laki-laki telah kafir setelah beragama Islam.“Umar berkata“apa yang
engkau lakukan?”dia kudekati lalu membunuhnya “Umar berujar mengapa
engkau tdak penjara dirumahnya saja selama tiga hari, kemudian engkau beri
makan roti setiap harinya, dan enngkau anjurkan supaya taubat, barangkali ia
15 Al-Hapiz Ibnu Hajar al- Asqalani, op. cit., h. 129.
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bertaubat dan kembali ke agama Allah,ya Allah, sungguh aku tidak setuju
tindakan ini, dan aku tidak ridha karena ia menyampaikan kepadaku”16
Mengenai batasan tiga hari dalam mengajak untuk kembali ke agama
Allah itu hanya batasan minimal, bisa diberi batasan yang lebih lama dari tiga
hari, menurut waktu yang dibutuhkan untuk ia bisa bertaubat. sebab tujuan taubat
sendiri untuk kembali memperkenalkan Islam kepadanya.
2. Zina
Perbuatan zina merupakan salah satu dari tindak pidana yang  memberikan
danpak negatip besar bagi tatanan nasab, bentuk tindak pidana ini merupakan
salah satu yang dikenai hudud dalam Islam, oleh karena itu hukuman atau sanksi
dari tindak pidana ini tercantum dalam al-Quran dan beberapa hadis. Adapun ayat
yang menerangkan mengenai tindak pidana zina tercantum dalam surat al-Nur
ayat 2 yaitu sebagai berikut:
                    
             
   
Terjemahnya:
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada
keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu
beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan)
16 Ibid,. h. 130.
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hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.17
(QS. al-Nur: 2).
Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa sanksi bagi pelaku zina adalah
dijilid seratus kali. Dan kalau diperhatikan tidak ada disebut apakah sanksi seratus
jilid itu berlaku untuk orang yang belum menikah (ghairu muhsan) ataupun yang
sudah menikah (muhsan). Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan bahwa  had
bagi pezina laki-laki ataupun perempuan adalah seratus jilid (cambukan), baik
pezina muhsan maupun ghairu muhsan.18 pendapat ini beralasan karena tidak
boleh meninggalkan al-Quran yang bersipat qath’yi dan yakin hanya karena
khabar ahad yang mengandung kesamaran.
Tapi sebagian ulama berpendapat bahawa surat al-Nur ayat 2 tersebut
merupakn sanksi bagi pelaku zina gairu muhsan saja, sedangakan sanksi untuk
pelaku zina muhsan mereka sandarkan kepada beberapa hadis Nabi yang
menunjukan bahwa hukuman bagi pelaku  zina muhsan adalah dirajam sampai
mati. Dan diantara hadis yang menunujukan sanksi pidana tersebut adalah hadis
yang diriwayatkan dari Ubadah bin Somit bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda
ﻠﺻ ِ ﱠَﷲ ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ِﺖِﻣﺎ ﱠﺼَﻟا ِﻦْﺑ َةَدَﺎﺒُﻋ ْﻦَﻋَو  ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰ
 ٍَﺔﻨَﺳ ُﻲْﻔَﻧَو ,ٍﺔَﺋﺎِﻣ ُﺪْﻠَﺟ ِﺮِْﻜﺒْﻟِﺎﺑ ُﺮِْﻜﺒَْﻟا ,ًﻼِﯿﺒَﺳ ﱠُﻦَﮭﻟ ُ ﱠَﷲ َﻞَﻌَﺟ َْﺪَﻘﻓ ,ﻲﱢﻨَﻋ اوُﺬُﺧ ,ﻲﱢﻨَﻋ اوُﺬُﺧ ,
 ُﻢْﺟ ﱠﺮﻟاَو ,ٍَﺔﺋﺎِﻣ ُﺪْﻠَﺟ ِﺐﱢﯿﱠﺜﻟِﺎﺑ ُﺐﱢﯿﱠﺜﻟاَو.ِﻢﻠْﺴُﻣ ُهاَوَر
Artinya:
Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa
Sallam bersabda: "ambillah (hukum) dariku. ambillah (hukum) dariku.
Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina
17 Departemen Agama RI, op. cit., h. 35.
18 Abdurrahman  al-Maliki, op. cit. h. 30.
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dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda
berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.19 (HR
Muslim).
Dari hadis tersebut dapat diambil pemahaman bahwa, sanksi pidana bagi
pelaku zina muhsan adalah dijilid dan dirajam. Tapi disini tedapat perbedaan para
ulama, dari kalangan mazhab Hambali berpendapat bahwa pelaku zina muhsan
dikenakan hukuman jilid dan rajam. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki
dan Syafi’i mereka berpendapat bahwa pelaku zina muhsan hanya dikenakan
hukuman rajam sampai mati.20 Dan pendapat ini merupakan pendapat mayoritas
ulama. Dan adapun maksud rajam disini adalah hukuman yang dikenakan kepada
pelaku zina, laki-laki maupun perempuan yang telah menikah, yang dilakukan
dengan cara melempar pelaku dengan batu  kecil hingga mati.21
Bagi pelaku zina muhsan baru bisa dikenakan had, harus memenuhi




4. Sudah menikah dengan suatu pernikahan yang sah
5. Sudah melakukan persetubuhan dengan istrinya.
Demikianlah jika tidak ada salah satu  dari syarat-syarat tersebut maka
pelaku zina tidak bisa dikenakan hukuman rajam sampai mati, tapi dikalangan
19 Al-Hapiz  Ibnu Hajar al-Asqalani, op. cit. h. 270.
20 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahaman ad-Dimasyqi, Rahmat al-Ummah fi
Ikhtilaf al-A’immah, terj. Abdullah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Mazhab (Bandung: Hasyimi, 2004),
h. 455.
21 Hassan Saleh, Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer (Cet. 1; Rajawali Pers,
2008), h. 438.
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para ulama mazhab ada yang menambahkan persyaratan yakni harus beragama
Islam,  pendapat ini dari kalangan Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut
pendapat Syapi’i dan Hambali orang dzimmi (orang-orang nonmuslim yang
menjadi warga negara Islam) tidak dikenai had.22
3. Al-Hirabah (perampokan/ pembegalan)
Perampokan adalah salah satu tindak pidana yang dapat dikenakan pidana
mati dalam Islam. Hukuman bagi pelaku tindak pidana ini ditegaskan dalam al-
Qur’an surat al-Ma’idah ayat 33 yaitu sebagai berikut:
                   
                
               
Terjemahnya:
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di
akhirat mereka peroleh siksaan yang besar.23 (QS. al-Maidah: 33).
Pembegalan dalam bahasa arab juga disebut qathik yang berasal dari kata
qatha’a, secara bahasa (harpiah) berarti memotong, memutuskan jalan,24
dinamakan demikian karena mencegahan orang dari melewati suatu jalan sebab
22 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimassyqi, loc. cit.
23 Departemen Agama RI, op. cit.,h. 114.
24 Mahmud Yunus, op. cit., h. 348
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takut dengan adanya pembegal.25 tindakan kriminal ini dinamakan juga Hirabah
karena tindakan perampokan ini mirip perang terhadap kepentingan umum.26
Jika dalam pencurian pengambilan barang dilakukan dengan cara diam-
diam, maka dalam tindak pidana hirabah pengambilan barang dilakukan dengan
cara terang-terangan dan dengan menggunakan kekerasan.
Dengan demikian, maka dalam tindak pidana ini dapat dipahami terdapat
beberapa gabungan dari beberapa tindak pidana yang kemungkinan dapat terjadi,
yang berkonsekwensi kepada perbedaaan penjatuhan sanksi.
Adapun bentuk-bentuk tindakan krimnal hirabah ini dapat dibagi menjadi
empat yaitu sebagai berikut:
1. Pelaku tindak pengacau di jalan, namun tidak melakukan perampasan
atau pembunuhan, kecuali menimbulkan ketakutan pada pengguna jalan.
Tindakan ini dikatagorikan dengan qath’ al-thariq (pengganggu jalan)
dengan ancaman yang paling ringan, yaitu dibuang dari lingkungan
masyarakat (penjara).
2. Pelaku tindakan pengacauan yang disertai perampasan barang secara
paksa dan terang-terangan, sehingga menimbulkan ketakutan pemiliknya
serta oarang yang melintas dijalan tersebut, bahkan ini dikatagorikan
sebagai perampokan dengan ancaman berupa potong tangan dan kaki
secara besilang. Yaitu dengan cara memotong tangan kanan dan kaki kiri
25 Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim al-Ghozi as-Syafi’I, Fathul Qarib, terj. Imron
Abu Amar, Fathul Qarib (Kudus: Menara Kudus, 1983), h. 150.
26 Hasan Saleh, op. cit., h. 454.
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terlebih dahulu dan jika perbutannya diulangi lagi, maka yang dipotong
tangan kiri dan kaki kanan mereka.27
3. Tindakan kejahatan disertai pembunuhan, tanpa perampasan. Kejahatan
ini dianacam hukuman hudud jika tidak dapat dimaafkan oleh keluarga
korban.
4. Tindak pengacauan, baik dirumah maupun dijalan disertai perampasan
barang, bahkan pemerkosaan, serta pembunuhan. Kejahatan ini termasuk
tingkatan kejahatan tertinggi. Diancam dengan hukuman salib tiga hari
dan hukuman mati.28
Perlu diketahui bahwa proses pensaliban tersebut, dikalangan ulama
berbeda pendapat, antara lain:
1. Bahwa penyaliban dilakukan selama tiga hari, kemudian baru diturunkan
dari salibnya.
2. Bahwa mereka harus dibiarkan terus di atas salib sampai hancur dan
mengalir air nanahnya.
3. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka harus disalib sebentar dalam
keadaan masih hidup, kemudian diturunkan dari salib dan terus
dibunuh.29
4. Penyaliban dilakukan setelah pembunuhan, bukan sebelumnya. Sebab
ayat tersebut menyebutkan salib setelah pembunuhan. Lebih utama
mengikuti tertib penyebutan ayat, sebab salib sebelum pembunuhan
adalah penyiksaan, selain itu tujuan dari penyaliban adalah untuk
27 Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi as-Syafi’i, op. cit., h. 152.
28 Hasan Saleh, op. cit., h. 456.
29 Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim al-Ghazi as-Syafi’i, loc. cit.
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menakut-nakuti yang lain. Hal ini bisa tercapai apabila penyaliban
dilakukan setelah pembunuhan.30
Meskipun demikian, had bagi tindak pidana ini akan dijatuhkan apabila
telah terpenuhnya pakta tentang quth’ ath-thariq, yakni jika telah memenuhi
syarat-syaratnya. Jika belum memenuhi syaratnya maka tidak ada had bagi
mereka. Syarat-syarat qutha’ ath-thariq ada tiga:
1. Terjadi diluar kota, bisa dipedesaan, pegunungan, dataran luas, dan lain-
lain. Bisa juga terjadi di dalam kereta api, pesawat terbang, atau mobil
diluar kota. Sebab quth ath-thariq hanya terjadi di tempat yang jauh dari
datangnya pertolongan. Tidak ada bantuan atau pertolongan yang bisa
datang dengan cepat. Apabila terjadi diperkotaan, maka pertolongan bisa
datang dengan cepat. Oleh karena itu jika hal itu terjadi di kota, maka
tidak termasuk quth ath-thariq. Hanya perampasan biasa. Sehingg tidak
tidak ada had baginya. Namun, jika mereka menyerang ke kota,
membunuh, merampas harta benda, atau melakukan teror di jalan selama
penyerangan mereka terhadap kota, maka mereka dianggap sebagai quth
ath-thariq, dan ditetapkan had atas mereka.
2. Mereka membawa persenjataan untuk membunuh; seperti pedang,
senapan, golok atau pisau yang  bisa membunuh, atau alat-alat lain yang
bisa dipakai untuk membunuh. Jika mereka tidak membawa senjata, atau
bersenjata namun tidak mematikan secara langsung; seperti tongkat,
30 Abdurrahman al-Maliki, op. cit., h. 117-118
25
cemeti, dan lain-lain, maka mereka tidak dianggap sebagai quth al-thariq
sehingga tidak dikenai had.
3. Mereka datang secara terang-terangan, mengambil harta benda secara
paksa, dan menetap ditempat-tempat mereka. Apabila mereka mengambil
harta benda dengan cara sembunyi-sembunyi, mereka disebut pencuri.
Jika mereka merampas harta benda kemudian melarikan diri, mereka
disebut merampas. jika satu atau dua kafilah mendatangai kafilah yang
lain, kemudian merampok kafilah tersebut tanpa mengeluarkan kekerasan
dan kekuatan, maka hal ini bukan termsuk qutha’ ath-thariq, sehingga
mereka tidak berhak dikenai had.31
4. Al-Baghy (pemberontakan)
Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan
pemerintahan atau kekuasaan. Mengangkat imam itu adalah hukumnya wajib dan
ini merupakan kesepakatan para imam mazhab. Oleh karena itu, sudah seharusnya
kaum Muslimin mempunyai kepemimpinan yang dapat menegakan syiara-syiar
Islam dan dapat menyelamatkan orang-orang teraniaya dari orang-orang zalim.
Tidak boleh bagi kaum muslimin memiliki lebih dari satu kepemimpinan,32
kerena keadaan demikian, menunjukan kaum muslimin terpecah-pecah yang
mengakibtkan kaum muslimin mudah dizalimi oleh bangsa lain.
Begitu pentingnya mengangkat pemimpin para sahabat bermusyawarah
untuk mencari pengganti Rasul dalam memimpin kaum muslimin baru kemudian
para sahabat menguburkan baginda Rasul. Hal demikian mereka lakukan, karena
31 Abdurrahman al-Maliki, op. cit., h. 118-119.
32 Ini berdasarkan hadis Nabi saw ; apa bila dibai’at dua orang khalifah, maka bunuh lah
salah satu dari keduanya
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takut akan adanya perpecahan ditengah-tengah kaum muslimin dan agar syiar-
syiar Islam tetap terjaga keutuhannya. Maka barang siapa yang mau melawan dan
menentang pemimpin yang sah (yang diangkat lewat pembai’atan) dengan
menggunakan kekuatan maka itu merupakan suatu tindakan sangat bahaya bagi
kaum muslimin dan syiar Islam. Dan oleh sebab itu perbuatan tersebut dikenakan
sanksi yang sangat berat dalam Islam.
Bughat (pembangkangan) adalah  merupakan perwujudan dari tindakan
perlawan terhadap pemerintah. Yaitu orang-orang yang melawan daulah Islamiah,
dan mereka memiliki kekuasaan dan kekuatan, mereka yang memberontak
terhadap negara dan menampakan perlawanan melelui senjata.33
Para ulama berbeda pendapat mengenai makna bughat, yang pada
dasarnya memiliki kesamaan, seperti perbutan tersebut dilakukan oleh
sekelompok orang-orang muslim, mereka menampakkan perlawanan dan tidak
mau taat, serta ditunjukan kepada pemimpin atau wakilnya.34
Larangan dan ancaman bagi tindak pidana ini dinyatakan dalam al-Quran
surat al-Hujurat ayat 9-10:
              
               
33 Abdurrahman al-Maliki, op. cit.,h. 121.
34 Topo Santoso, op. cit., h. 33-34
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                  .
                      
Terjemahnya:
Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang
hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar
perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu
kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah
surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu
berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat.35 (QS. al-Hujuraat: 9-10).
Sedangkan dalam hadis diterangkan sebagai berikut:
 َﺮَﻤُﻋ ِﻦِْﺑا ْﻦَﻋ ْﻦَﻣ ) ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِ ﱠَﷲ ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ﺎَُﻤﮭْﻨَﻋ ُ ﱠَﷲ َﻲَﺿِر
 ِﮫَْﯿﻠَﻋ ٌَﻖﻔﱠﺘُﻣ ( ﺎﱠﻨِﻣ َﺲَْﯿَﻠﻓ ,َحَﻼ ﱢﺴَﻟا َﺎﻨَْﯿﻠَﻋ َﻞَﻤَﺣ
Artinya:
Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:
"Barangsiapa mengangkat senjata melawan kita, bukanlah termasuk
golongan kita.36(Muttafaq Alaihi).
Hadis tersebut menerangkan begitu tindak pidana pemberontakan adalah
perbuatan tindak pidana yang sangat besar dan memberikan doror bagi institusi
tertinggi yang sejatinya sebagai pelindung masyarakat. Oleh karena itu tidak
35 Departemen Agama RI, op. cit.,h. 517.
36 Al-Hapiz  Ibnu Hajar al-Asqalani, op. cit. h
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mengherankan ketika mereka mati dalam keadaan memberontak baginda Rasul
dalam riwayat lain menyatakan mereka mati dalam keadaan jahiliah.
Sedangkan dalam ayat tersebut, juga diterangkan sikap negara terhadap
para pembangkan. Yaitu mereka harus diperangi supaya mereka bisa kembali ke
jalan Allah swt. Adapun memerangi dengan melakukan penyerangan disini adalah
penyerangan yang bersiapat edukatif.37 karena para pembangakan tersebut masih
termasuk orang-orang muslim dan sehingga langkah-langkah yang dilakukan
adalah langkah-langkah yang tanpa menggunakan kekerasan yang dapat
membunuh mereka secara masal. Tetapi jika mereka mengerahkan kekuatan yang
memungkinkan akan terjadimya banyak korban, maka disini imam atau pemimpi
harus membunuh mereka ini berdasarkan hadis baginda Nabi saw:
 ٌتﺎََﻨھ ُنﻮَُﻜﺘَﺳ ُﮫﱠِﻧإ ُلُﻮﻘَﯾ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ َلَﺎﻗ َﺔََﺠﻓْﺮَﻋ ﻦﻋ
 َﺟ َﻲِھَو ِﺔ ﱠُﻣْﻷا ِهَِﺬھ َﺮَْﻣأ َق ﱢﺮَُﻔﯾ َْنأ َداََرأ ْﻦََﻤﻓ ٌتَﺎَﻨھَو ْﻦَﻣ ًﺎِﻨﺋﺎَﻛ ِﻒْﯿ ﱠﺴﻟِﺎﺑ ُهُﻮﺑِﺮْﺿَﺎﻓ ٌﻊﯿِﻤ
 َنﺎَﻛ
Artinya:
Dari 'Arfajah ra, dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah saw.
bersabda, '' Sesungguhnya akan muncul berbagai fitnah dan hal-hal yang
baru. Oleh karena itu, barang siapa memecah belah persatuan umat Islam,
maka tebaslah ia dengan pedang (bunuhlah), siapapun dia orangnya.38 (HR
Muslim).
37 Abdurrahman al- Maliki, op. cit.,h. 122.
38 Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al Qusyairi An-Naisaburi, Shahih Muslim,( t. d.)
h. 22.
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Dan jika dalam memerangi pelaku bughat tesebut para pelakunya ada yang
melarikan diri, maka disini menurut Imam Hanafi mereka boleh dibunuh,
sedangakan menurut Maliki, Syafi’i dan Hambali mereka tidaka boleh dibunuh.39
Adapun untuk tindak pidana ini baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana
bughat yaitu dengan melihat dari kriteria-kriterianya, sebagai berikut:
1. Menentang kekuasaan yang sah, yaitu penguasa yang diterima oleh
mayoritas umat, melalui bai’ah (pengangakatan resmi). Adapun
penguasa yang sah atau adil adalah penguasa yang berpegang   teguh
kepada ketentuan syara’, tidak mendurhakai Allah. Sebagaimana sabda
Nabi saw.
 ْﻦَﻋ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ ُﻊْﻤ ﱠﺴﻟا ِﻢِﻠْﺴُﻤْﻟا ِءْﺮَﻤْﻟا َﻰﻠَﻋ َلَﺎﻗ ُﮫﱠَﻧأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢﻲِﺒﱠﻨﻟا
 َﻻَو َﻊْﻤَﺳ ََﻼﻓ ٍَﺔﯿِﺼْﻌَِﻤﺑ َﺮُِﻣأ ِْنَﺈﻓ ٍَﺔﯿِﺼْﻌَِﻤﺑ َﺮَﻣُْﺆﯾ َْنأ ﱠِﻻإ َهِﺮَﻛَو ﱠﺐََﺣأ ﺎَﻤِﯿﻓ ُﺔَﻋﺎﱠﻄﻟاَو
 َﺔَﻋﺎَط
Artinya:
Dari Ibnu Umar ra.dari Nabi Muhammad saw., beliau bersabda, "Patuh dan
taat terhadap apa yang ia sukai maupun yang tidak ia sukai merupakan
kewajiban bagi setiap muslim, kecuali jika ia diperintahkan untuk
melakukan suatu perbuatan maksiat. Apabila ia diperintahkan untuk
melakukan perbuatan maksiat, maka tidak ada alasan baginya untuk patuh
dan taat kepada perintah tersebut.40 (HR Bukhari dan Muslim).
2. Pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dipimpin
oleh orang yang berpengaruh.
3. Pemberontakan yang dilakukan atas dasar alasan atau ideologi tertentu.
4. Pemberontakan menggunakan kekuatan bersenjata.
39 Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimassyqi, op. cit., h. 454.
40 Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al Qusyairi an-Naisaburi, op. cit., h. 20.
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5. Perlawanan tersebut dilakukan dengan sadar dan diketahui secara pasti
bahwa agama melarangnya.
6. Pemerintah memerangi mereka adalah dalam rangka menghentikan
tindakan makar yang mereka lakuakan, oleh sebab itu pemerintah tidak
boleh mendahului mereka.41
5. Al-Qatlu (pembunuhan)
Tindak pidana pembunuhan adalah salah satu tindak pidana yang
diancam dengan sanksi pidana mati (qishas). Dan adapun untuk penjelasan
yang lebih rinci insallah akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.
C. Pidana Mati Bagi Pelaku Pembunuhan Dalam Islam
Di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat
hidup. Allah lah yang menciptakan nikmat hidut tersebut, dan seharusnya manusia
mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu, yaitu dengan mengunakan nikmat
tersebut sebaik-baik mungkin, untuk berbuat baik kepada sesama, saling
menghargai, dan tidak saling mengganggu.
Allah memberikan nikmat hidup tersebut juga sebagai ujian bagi manusia
sendiri, apakah dengan nikmat tersebut manusia mampu menjadi hamba yang taat
ataukah menjadi hamba yang durhaka. Bagi manusia yang mengetahui  hakekat
kehidupan akan selalu menabur bunga kasih sayang ditengah-tengan sesamanya,
dia akan selalu merasa berdosa ketika ketika menyakiti, dan membuat
kemudaratan.
41 Hasan  Saleh, op. cit.,h. 460-461.
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Pembunuhan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tidak
manusiawi dan merupakan perwujudan dari ketidak adaan penghargaan  terhadap
hak hidup manusia.
Didalam hukum Islam perbuatan ini merupakan perbutan terlarang dan
termasuk dari tindak pidana. Menghilangkan nyawa seseorang adalah perbuatan
yang diharamkan, sebagaimana firman Allah swt.
           
           
            
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan,
kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah
kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di
antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa
yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab)
yang benar. demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu
memahami(nya).42 (al-An’am: 151)
Dari ayat tersebut Allah swt. Melarang perbuatan membunuh, ini
ditegaskan dengan kata “wala taqtulu al-nafs” yang mengandung arti pelarang
terhadap siapapun untuk menghilangkan nyawa seseorang yang diharamkan.
Selanjutnya terdapat kata “illa bi al-haq” yang mempunyai arti kecuali dengan
cara yang haq (yang dibenarkan). Dari potongan ayat tersebut dapat kita  ambil
42 Departemen Agama RI,  op. cit., h. 149.
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pemahaman bahwa pembunuhan itu ada dua bentuknya, yaitu pembunuhan yang
dibenarkan, dan pembunuhan yang tidak dibenarkan.
Pembunuhan yang  dibenarkan (al-qatl bi al-haq) adalah bentuk
pembunuhan yang diperintahkan Allah. Oleh sebab itu, pembunuhan tersebut
tidak mengakibatkan dosa. Minsalnya, pembunuhan yang dilakukan dalam
peperangan dan pembunuhan orang dalam rangka melaksanakan eksekusi oleh
algojo atas suatu tindak pidana.
Pembunuhan yang tidak dibenarkan (qatl ghair al-haq) adalah bentuk
pembunuhan yang dilarang Allah dan termasuk dosa besar. Pelakunya mendapat
hukuman tertentu baik  di dunia maupun di akhirat.43 pembunuhan jenis ini dapat
digolongkan menjadi empat bagian menurut para ulama:44
1. Pembunuhan sengaja (qatlu al-amd).
2. Pembunuhan tidak sengaja (qatlu al-khata’).
3. Pembunuhan semi sengaja (qatlu syibh al-amd)
4. Pembunuhan semi kesalahan (qatlu syib al-khata’).
1. Pembunuhan sengaja (qatlu al-amd)
Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan penganiayaan terhadap
seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya.45 Kesengajaan disini
berupa kesengajaan bertindak, kesengajaan dalam sasaran, dan kesengajaan dalam
hal alat yang digunakan.46 jadi ketika bentuk kesengajaan tersebut tidak ada maka
43 Hassan Saleh, et al.,eds.op. cit., h. 425-426.
44 Ada juga dari sebagian ulama membagi menjadi dua bagian , seperti al-Maliki
membaginya kepada pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.
45 Topo Santoso. op. cit.,h. 36.
46 Hasan Saleh, et al.op. cit., h. 426.
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tidak bisa  dikatakan pembunuhan sengaja. Minsalnya ketidak sengajaan dalam
sasaran, seorang pemburu melepaskan tembakan kearah seekor burung dan pas
ditembak burung tersebut terbang sehingga peluru senapan mengenai orang yang
sedang berdiri searah dari tempat burung tersebut, sehingga menyebabkan
meninggalnya orang yang dikenai peluru. Terkait dengan pembunuhan sengaja
Allah swt berfirman:
                 
       
Terjemahnya:
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka
balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar
baginya.47 (al-Nisa’: 93).
Unsur pembunuhan sengaja ada tiga:
1. Korban adalah orang yang hidup.
2. Perbuatan si pelaku mengakibatkan kematian korban.
3. Ada niat si pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.
Yang dimaksud bahwa korban masih hidup adalah ia hidup ketika terjadi
pembunuhan, sekalipun ia dalam keadaan sakit keras. Adapun bayi yang berada
dalam perut ibunya  tidak bisa dikatakan manusia yang hidup sempurna. Oleh
47 Departemen Agama RI, op. cit.,: h. 94.
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karena itu, pembunuhan bayi dikategorikan kedalam pembunuhan dalam bentuk
yang husus,  sehingga sanksinya juga berbeda.
Dalam unsur yang kedua, disyaratkan perbuatan tersebut dilakukan oleh
sipelaku dan perbuatan tersebuat dapat menimbulkan kematian bagi korban. Dan
dalam pembunuhan tersebut menggunakan alat atau tidak yang jelas dengan
adanya tindaknnya menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Sehubungan dengan unsur yang ketiga, adanya niat sipelaku untuk
menghilangkan nyawa orang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam
Ahmad berpendapat bahwa  bila pelakunya tidak menghendaki kematian,  maka
pembunuhnya  tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan sengaja, meskipun ia
melakukan kejahatan terhadap  korbannya itu, seperti melukai dan memukulnya.
hal ini sangat penting karenaa niat pelaku itu  merupakan syarat utama dalam
pembunuhan senngaja.48
Pembunuhan sengaja ada tiga bentuknya:
1. Memukul dengan alat yng biasanya dapat membunuh seseorang. Minsalnya
pedang, pisau tajam, pistol, granat, dan sesuatu yang biasanya dapat
digunakan untuk membunuh. Atau memukul orang dengan benda berat dan
besar yang dapat mengakibatkan terbunuhnya orang. Seperti benda-benda
dari besi  atau kayu yang besar. Pembunuhan semacam ini merupakan jenis
pembunuhan yang disengaja, dan dikenai hukuman pembunuhan yang
disengaja.
48 H. A. Dzajuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Cet. 111;
Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 128-129.
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2. Membunuh seseorang dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh,
akan tetpi ada indikasi yang lain yang umumnya bisa menyebabkan
terbunuhnya seseorang. Seperti tongkat yang didalamnya ada besi berat atau
dikepalanya ada paku yang besar. Atau memekulnya dengan berulang-ulang
yang biasanya dapat membunuh seseorang. Seperti dengan batu yang
dilempar berulang-ulang, yang umumnya bisa membunuh seseorang, atau
batu yang pinggirnya dibuat lancip seperti pisau. Semuanya dianggap
bagian dari jenis pembunuhan yang sengaja.
3. Memperlakukan seseorang dengan suatu perbuatan yang biasanya perbuatan
itu dapat membunuh seseorang, seperti mencekik lehernya, menggantung
lehernya dengan tali, atau melemparkan seseorang dari tempat yang tinggi,
seperti dari puncak gunung, bangunan-bangunan yang tinggi, dilempar dari
pesawat terbang, bisa juga dilempar dari mobil yang sedang melaju dengan
cepat, atau menenggelamkan seseorang  kedalam lautan, melemar seseorang
kedalam api, perlakuan tersebut bisa juga dengan cara memenjarakan
seseorang di suatu tempat dan tidak diberi makan dan minum, hingga batas
waktu yang seseorang tidak mungkin bisa bertahan, yang akhirnya
menyebabkan ia meninggal dan lain sebagainya.49
Sanksi pembunuhan sengaja
Sanksi pembunuhan ada beberapa jenis, yaitu: hukuman pokok, hukuman
pengganti, dan hukuman tambahan. Adapun untuk hukuman pokoknya adalah
hukuman qishas. Ini berdasarkan firman Allah swt:
49 Abdurrahman  al-Maliki, op. cit., h. 139-140.
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                 
       
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.50(QS. al-Baqarah: 178).
Sedangkan dalam hadis diterangkan sanksi bagi pelaku pembunuhan
sengaja:
 ْﻦَﻋَو ْﻦَﻣ ) ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِ ﱠَﷲ ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ ﺎَُﻤﮭْﻨَﻋ ُ ﱠَﷲ َﻲِﺿَر ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦِْﺑا
 اًﺪْﻤَﻋ َِﻞُﺘﻗ ْﻦِﻣَو ,ِﺈَﻄَﺨَْﻟا ُﻞْﻘَﻋ ِﮫَْﯿﻠََﻌﻓ ,ﺎًﺼَﻋ َْوأ ,ٍطْﻮَﺳ َْوأ ,ٍﺮَﺠَﺤِﺑ ﺎﱠﯿ ﱢﻣِر َْوأ ﺎﱠﯿ ﱢﻤِﻋ ِﻲﻓ َِﻞُﺘﻗ
 ُﮫَﻧوُد َلﺎَﺣ ْﻦَﻣَو ,ٌدََﻮﻗ َُﻮَﮭﻓ ,ْﮫَﺟﺎَﻣ ُﻦْﺑاَو , ﱡِﻲﺋﺎَﺴﱠﻨﻟاَو ,َدُواَد ُﻮَﺑأ ُﮫَﺟَﺮَْﺧأ ( ِ ﱠَﷲ َُﺔﻨَْﻌﻟ ِﮫَْﯿﻠََﻌﻓ
 ٍدَﺎﻨِْﺳِﺈﺑ ﱟيَِﻮﻗ
Artinya:
Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi
wa Sallam bersabda: "Barangsiapa terbunuh dengan tidak diketahui
pembunuhnya, atau terkena lemparan batu, atau kena cambuk, atau kena
tongkat, maka dendanya ialah denda bunuh karena kekeliruan. Barangsiapa
dibunuh dengan sengaja, maka dendanya hukum mati. Barangsiapa
menghindar dari berlakunya hukuman itu, maka laknat Allah padanya.51(
HR. Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Majah)
Dalam ayat tersebut jelas diterangkan sanksi bagi pelaku pembunuhan
sengaja adalah qishas. Sedangkan hadis tersebut disebut  sanksi bagi pelaku
pembunuhan sengaja adalah al-Qawad yang mempunya arti membunuh si
50 Departemen Agama RI, op. cit.,h. 28.
51 Al-Hapiz  Ibnu Hajar al-Asqalani, op. cit. h. 259.
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pembunuh (yang melakukannya dengan) sengaja. Sanksi ini hanya berlaku jika
dari pihak keluarga korban tidak memaafkan si pembunuh, karena pelaksanaan
hukuman qishas disini, secara penuh berada ditangan keluarga korban. Menurut
Imam Malik keluraga yang paling berhak adalah keluarga ahli waris ashabah bi
nafsih, karena ia adalah keluarga yang paling dekat. Sedangkan menurut Imam
Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad orang yang berhak adalah seluruh
ahli waris, laki-laki maupun perempuan.52
Dalam hadis tersebut terdapat kata “ma” yang merupakan kata umum
menunjukan bahwa siapa saja yang membunuh maka sanksinya adalah dibunuh
juga, baik perempuan, laki-laki, tua, maupun muda, tetap jiwa harus dibalas
dengan jiwa.
Adapun qishas terhadap seorang muslim karena telah membunuh seorang
kafir, maka dalam hal ini harus dibedakan antara orang kafir dzimmi53 dan orang
kafir harbi. Seorang muslim  dikenai qishas karena membunuh kafir dzimmi,
karena kafir dzimmi memliki kedudukanyang sama didepan hukum, dijamin
darah, harta, keheormatan dan jiwa mereka. Dan perbuatan tersebut termasuk
perbuatan dosa, yaitu sesuai dengan hadis Nabi saw.:
 ْﻦَﻣ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ وٍﺮْﻤَﻋ ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ َْﻢﻟ اًَﺪھﺎَﻌُﻣ ﺎًﺴَْﻔﻧ ََﻞَﺘﻗ
ﺎًﻣﺎَﻋ َﻦﯿَِﻌﺑَْرأ ِةَﺮﯿِﺴَﻣ ْﻦِﻣ ُﺪَﺟُﻮَﯿﻟ َﺎﮭَﺤﯾِر ﱠِنإَو ِﺔﱠﻨَﺠْﻟا َﺔَِﺤﺋاَر ْحَِﺮﯾ
Artinya:
Dari Abdullah bin Amru dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Siapa yang membunuh orang kafir yang telah mengikat perjanjian
52 H. A. Dzajuli, op.cit., h. 153.
53 Orang kafir yang menjadi warga Negara Islam, yang mempunyai kedudukan yang sama
di depan hukum dengan kaum muslimin. (lihat Abdurrahman al-Maliki, op. cit., h. 146)
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(mu'ahid) dengan pemerintahan muslimin, ia tak dapat mencium harum
surga, padahal harum surga dapat dicium dari jarak empat puluh tahun.54
(HR. Bukhari)
Sedangkan dalam pembunuhan seoarang  kafir harbi,55 maka dalam hal ini
seorang muslim tidak dikenakan hukuman qishas. Karena kafir harbi tersebut
memusuhi negara Islam dan kaum muslimin secara langsung, maka dalam hal ini
kaum muslimin tidak apa-apa membunuh mereka dan memerangi mereka
dimanapun mereka berada. Adapun kafir harbi yang tidak memerang Islam, yakni
orang kafir yang melakukan perjanjian dengan negara Islam, jika seorang muslim
membunuhnya, maka orang muslim tersebut tidak dibunuh karena membunuh
orang kafir tersebut. Ia  hanya membayar diyat yang jumlahnya separuh jumlah
diyat seorang muslim.56 Oleh karena itu secara mutlak seorang muslim tidak
dikenakan hukuman qishas karena membunuh orang kafir harbi, ini sesuai dengan
sabda Nabi saw.:
 ,َدُواَد ُﻮَﺑأَو ,ُﺪَﻤَْﺣأ ُﮫَﺟَﺮَْﺧأَو ) :ِﮫِﯿﻓ َلَﺎﻗَو ﱟِﻲﻠَﻋ ْﻦَﻋ َﺮَﺧآ ٍﮫْﺟَو ْﻦِﻣ : ﱡِﻲﺋﺎَﺴﱠﻨﻟاَو
 ُﻞَﺘُْﻘﯾ َﻻَو ,ُْﻢھاَﻮِﺳ ْﻦَﻣ َﻰﻠَﻋ ٌَﺪﯾ ُْﻢھَو ,ُْﻢھَﺎﻧَْدأ ْﻢِِﮭﺘ ﱠﻣِِﺬﺑ ﻰَﻌْﺴَﯾَو ,ُْﻢھُؤﺎَﻣِد َُﺄﻓﺎََﻜَﺘﺗ َنُﻮﻨِﻣْﺆُﻤَْﻟا
 ُﮫَﺤ ﱠﺤَﺻَو ( ِهِﺪْﮭَﻋ ِﻲﻓ ٍﺪْﮭَﻋ وُذ َﻻَو ,ٍِﺮﻓﺎَِﻜﺑ ٌﻦِﻣْﺆُﻣ ُﻢِﻛﺎَﺤَْﻟا
Artinya:
Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i meriwayatkan dari jalan lain bahwa Ali
Radliyallaahu 'anhu berkata: Orang mukmin itu sama hak darahnya; orang
yang (terpandang) rendah di antara mereka boleh melakukan sesuatu atas
tanggungan mereka; mereka bagaikan satu tangan melawan orang lain;
orang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir demikian
54 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, op. cit., h. 45.
55 Kafir harbi yang dimaksud adalah kafir harbi yang tidak ada jaminan keamanan
maupun hak-hak umum dari negara Islam dan mereka memerangi kaum muslimin (lihat
Abdurrahman al-Maliki, op. cit., h. 146)
56 Abdurrahman  al-Maliki, op.cit., h. 146.
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pula orang kafir yang masih terikat dengan perjanjiannya (ia tidak boleh
dibunuh karena membunuh orang kafir).57 (HR. al-Hakim)
Pada dasarnya ketika ada orang yang membunuh jiwa maka akan dibalas
dengan pembunuhan pula. Itu dilihat secara umum kecuali ada nas yang
menerangkan keususan dari suatu tindakan pembunuhan tersebut. Dalam kasus
orang tua yang  membunuh  anaknya termasuk dari tindak pidana yang
mempunya kehususan nas yang menerangkannya. Dalam hal ini orang tua tidak
dikenakan hukuman qishas karena membunuh anaknya sesuai dengan hadis Nabi
saw.
 ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ِ ﱠَﷲ َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ :َلَﺎﻗ ﮫﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ِبﺎﱠﻄَﺨَْﻟا ِﻦْﺑ َﺮَﻤُﻋ ْﻦَﻋَو
 ُيِﺬِﻣْﺮﱢﺘَﻟاَو ,ُﺪَﻤَْﺣأ ُهاَوَر  َِﺪﻟَﻮْﻟِﺎﺑ ُِﺪﻟاَﻮَْﻟا ُدَﺎُﻘﯾ َﻻ :ُلُﻮﻘَﯾ ﻢﻠﺳو
Artinya:
Umar Ibnu al-Khaththab Radliyallaahu 'anhu berkata: aku mendengar
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang ayah tidak
dituntut karena membunuh anaknya.58 (Riwayat Ahmad dan Tirmidzi,)
Hadis tersebut adalah masyhur yang menerangkan dengan jelas tidak
dibunuhnya orang tua karena membunuh anaknya. Adapun pembunuhan anak
terhadap bapak atau ibunya tidak ada nas yang saheh yang mengecualikannya.
Maka anak tersebut harus dibunuh karena membunuh bapak atau ibunya. Dalilnya
adalah mengamalkan keumuman nash-nash yang ada seperti yang tercantum
dalam  surat al-Baqarah ayat 178.
Selanjutnya sanksi pengganti bagi pelaku pembunuhan sengaja ada tiga
bentuknya, yaitu diat, ta’zir dan puasa. Hukuman diat sebagai hukuman pengganti
terdapat dalam al-Qur’an:
57 Al-Hapiz  Ibnu Hajar al-Asqalani, lok. cit.
58 Al-Hapiz  Ibnu Hajar al-Asqalani, op. cit. h. 255.
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                 
           
  
Terjemahnya:
Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,
hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan
hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af
dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan
dari Tuhan kamu dan . barang siapa yang melampaui batas sesudah itu,
maka baginya siksa yang sangat pedih.59 (QS. al-Baqarah: 178)
Sedangkan untuk hukuman tambahan yaitu terhalangnya dalam  pewarisan
dan hilangnya hak atas wasiat, sebagaimana hadis baginda Rasul saw.:
 ُثَِﺮﯾ َﻻ ُِﻞﺗَﺎﻘْﻟا َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر ﱠَنأ َةَﺮْﯾَُﺮھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ
Artinya:
Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda, Pembunuh
tidak berhak mendapatkan harta warisan.60 (HR. Ibnu Majah)
Dalam perkara ini para ulama berbeda pendapat mengenai  kepada pelaku
jenis apa yang terhalang mendapat warisan. Imam Abu  Hanifah berpendapat
bahwa penghalangan mendapat warisan hanya dikenakan kepada pelaku
pembunuhan sengaja,  semi sengaja, dan kesalahan serta yang disamakan dengan
kesalahan, dengan syarat si pebunuh melakukakan pembunuhan secara  langsung,
berakal, dan ada itikad tidak baik dan ada permusuhan pada pembunuhan sengaja
59 Departemen Agama RI, op. cit., h. 28.
60 Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, op. cit., h. 14
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dan semi sengaja. Menurut Imam Malik, pembunhan yang menghalangi mendapat
warisan adalah pembunhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan kesalahan
tidak menghalanginya. Sedangkan dalam mazhab Syafi’i, pembunuhan yang
menghalangi warisan adalah semua jenis pembunuhan. Dengan alasan bahwa
menghalangi hak waris si pembunnuh  itu dimaksudkan sazd al-dzariah (menutup
jalan kejahatan) dan untuk menghalangi  si pewaris mempercepat dalam mendapat
warisan.61
2. Pembunuhan semi sengaja ( qatl syibh al-khata’)
Pembunhan semi sengaja adalah pembunuhan yang padanya terdapat:
unsur kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam sasaran, namun tidak
ada kesengajaan dalam alat yang digunakan.
Alat yang digunakan dalam pembunuhan ini adalah alat yang pada
umumnya tidak bisa membunuh seseorang dan tidak ada indikasi lain yang pada
umumnya juga bisa menyebabkan kematian.
3. Pembunuhan tidak sengaja ( qatl al-khata’)
Pembunhan tidak sengaja yaitu pembunuhan  yang padanya tidak ada
unsur kesengajaan dalam berbuat. Minsalnya orang yang menembak burung
dengan senapan tetapi yang  kenak adalah orang hingga mengakibatkan kematian.
Dalam hal perbuatan tersebut maka pelaku tidak dikenakan hukuman qishas,
karena unsur kesengajaan sama sekali.
4. Pembunuhan semi kesalahan (qatlu syibh al-khata’)
61 H. A. Djazuli, op. cit., h. 144-145.
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Pembunuhansemi sengaja adalah pembunuhan yang tidak sengaja
dilakukan sama sekali. Pembunuhan bentuk ini tidak ada unsur kesengajaan dalam
sasaran dan alat, minsalnya orang yang naik keatas  pohon kemudian jatuh dan
mengenai orang yang ada dibawah pohon hingga mati.
D. Pidana Mati Dalam Perundang-Undangan Indonesia
Indonesia adalah negara bekas jajahan bangsa barat, yang mana Indonesia
pernah dijajah oleh belanda kurang lebih 3 ½ abad dan penjajahan jepang kurang
lebih 3 ½ tahun. Dengan adanya penjajahan tersebut banyak mempengaruhi
kondsi Indonesia dalam berbagai segi.
Setelah belanda hengkang dari Indonesia, banyak peningalan yang dia
warisi bagi negara ini, termasuk kalok kita berbicara masalah hukum  pidana,
maka yang akan terbayang adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
yang merupakan peninggalan dari bangsa belanda. Yang mana dalam KUHP
tersebut mengatur berbagai bentuk pelanggaran dan sanksinya, tidak terlepas juga
menjadi salah satu bentuk sanksinya yang tercantum di dalamnya adalah pidana
mati.
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  yang terdiri dari
tiga buku itu, 10 diatur secara tegas kedalam pasal-pasalnya tentang bentuk-
bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi/pidana sekaligus jenis pidana yang
dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dalam salah satu pasal-pasal
tersebut  (pasal 10) dicantumkan pula secara tegas jenis-jenis pidana yang akan
dijatuhkan terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana. Salah satu jenis
pidana dan merupakan pidana terberat yang dicantumkan dalam pasal 10 itu
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adalah pidana mati. Berdasarkan ketentuan pasal 10 tersebut, maka dapat
dipahami bahwa pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang secara
yuridis formal berlaku di Indonesia, kendatipun senantiasa menimbulkan pro dan
kontra dikalangan ahli hukum.
Penarapan pidana mati dalam sistem hukum nasional (KUHP) Indonesia,
pada peraktiknya sangat diupayakan sebagai alternative terakhir.  Karena itulah
dalam KUHP ancaman pidana mati itu selalu diikuti dengan pidana yang lain
sebagai alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup, atau penjara selama 20
tahun. Bahkan eksekusi mati itu harus melalui persetujuan (Fiat executie)
presiden. Adanya penolakan garasi oleh presiden, barulah eksekusi itu boleh
dijalankan.62
Ketentuan yang terkait dengan proses penjatuhan pidana mati seperti
diatas merupakan filter yang agak ketat untuk  terlaksananya eksekusi mati dalam
hukum positif Indonesia, kendatipun pidana terberat itu pada dasarnya diatur
secara tegas sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 KUHP tersebut. Adanya
filter terhadap pelaksanaan eksekusi mati itu tidak terlepas dari hakikat
pemidanaan itu sendiri yaitu bertujuan untuk mengarahkan si terpidana kearah
kebaikan. Kalau berbicara masalah pidana mati, maka sesungguhnya tidak hanya
berpokus pada KHUP saja melainkan perundanga-undangan yang mengatur
tindak pidana khusus yang juga berlaku di dalam perundang undangan Indonesia
Adapun untuk perbuatan-perbuatan kriminal yang dikenakan yang
dikenakan pidana mati dalam KUHP adalah sebagai berikut:
62 Andi Hamzah,  Sistem  Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Cet. 11; Jakarta: Pratnya,
1993). h. 36.
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1. Pasal 104 tentang makar
2. Pasal 111 (2) tentang mengajak atau menghasut Negara lain untuk
menyerang RI.
3. Pasal 124 tentang melindungi musuh atau menolong musuh yang berperang
melawan RI.
4. Pasal 140 (3) tentang membunuh kepala Negara sahabat.
5. Pasal 140 (3) dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana.
6. Pasal 365 (4) tentang pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih
berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan
orang lika berat atau mati.
7. Pasal 444 tentang pembajakan dilaut, di tepi laut, di sungai sehingga ada
orang yang mati.
8. Pasal 124 tentang menganjurkan pemberontakan atau huru-hara buruh
terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang.
9. Pasal 127 dan pasal 129 tentang melakukan penipuan dalam menyerahkan
barang-barang di saat perang.
10. Pasal 368 (2) tentang pemerasan dengan kekerasan.
Dan adapun untuk perundang-undangan yang mengatur mengenai pidana
mati diluar KUHP adalah sebagai berikut:
1. Undang-unndang darurat No. 12 Tahun 1951  tentang senjata api.
2. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959, tentang wewenang Jaksa
Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman
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mati terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan
sandang pangan.
3. Perpu No. 21 tahun 1959,  tentang memperberat ancaman hukuman terhadap
tindak pidana ekonomi.
4. Undang-undang No. 11/PNPS/1963  tentang pemberantasan kegiatan
subversif .
5. Undang-undang No. 4 tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan
beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya
ketentuan perundang-undangan pidana kejahatan penerbangan dan kejahatan
terhadap sarana/prasarana penerbangan.
6. Undang-undang No. 5 tahun 1997  tentang psikotropika.
7. Undang-undang No. 35 tahun 2009  tentang narkotika.
8. Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang dirubah dengan undang-undang
No. 20 tahun 2001 Jo Undang-undang No.1 tahun 2001 tentang
pemberantasan korupsi.
9. Undang-undang No. 26 tahun 2000  tentang pengadilan HAM.
10. Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana
terorisme.
Dari beberapa perundang-undangan tersebut, terdapat  beberapa undangan-
undang yang mengenai tindak pidana pembunuhan, kemungkinan ada terdapat




HAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Manusia adalah makhluk yang sangat mulia, betapa tidak karena manusia
diberi amanah untuk menjaga dan melestarikan  kehidupan dimuka bumi, baik
terkait dengan dirinya maupun makhluk lain. Manusia dalam menjalankan
tugasnya harus mampu melaksanakannya semaksimal mungkin terutama
penjagaan terhadap sesama jenisnya.
Salah satu bentuk pandangan  dalam menjaga kelestarian manusia dimuka
bumi yaitu dengan memberikan hak-hak bagi setiap individi supaya bisa hidup
sejalan dengan alam tanpa ada yang mengganggu  hak tersebut. HAM merupakan
kata yang menjadi familiar kalau kita mencoba untuk mengkaji manusia baik
dalam arti individu ataupun kolektip dalam sebuah masyarakat.
Oleh karena itu perlu kiranya kita mengetahui apa makna dan pengertian
dari istilah HAM tersebut sehingga kita mampu memahaminya.
A. Pengertian HAM
Istilah HAM adalah istilah yang memiliki landasarn teori dalam
memahaminya karena pandangan tersebut adalah pandangan yang tidak boleh
dibiarkan lepas begitu saja, sehingga kita mampu memahaminya secara spesifik
dan paripurna, oleh karena itu perlu kiranya menjelaskan pengertian HAM
tersebut.
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HAM merupakan singkatan dari kata hak asasi manusia yang dalam
bahasa inggris disebut human right, yang kalau dirinci dari makna bahasa
(lughawi), maka kata human berarti manusia  dan right yang berarti kebenaran,
kanan dan adil. Sedangkan dalam bahasa arab disebut huququlinsan, yaitu terdiri
dari dua kata yaitu kata huquq yang merupakan jama’ (plural)  dikatagorikan
kepada jama’taksir ( bentuk plural yang tidak beraturan ) yang berasal dari kata
hak yang artinya kepunyaan dan kebenaran ( lawa dari kata batil ).63 sedanglan al-
insan berarti manusia.
Secara terminologi ( istilahi ) hak dapat didefinisikan sebagai berikut :
“ kebenaran yang diperjuangkan kewenangannya dan menjadi milik individu,
kelompok sesuai dengan cara pandang terhadap kebenaran, baik berupa materi
maupun nonmateri”64
Menurut John Locke hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan
langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai sesuatu yang bersipat kodrati.65
Dari beberapa dipinisi yang ada tersebut dapat dilihat ada kesamaan yang
bisa ditarik, sehingga bisa disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak
yang diberikan oleh Tuhan  kepada setiap individu atau kelompok yang harus
dipertahankan berdasarkan kebenaran  yang dipahami menurut keyakinan
manusia itu sendiri baik berupa materi maupun nonmateri.
63 Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, ( jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1989 )
64 Salahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, ( Cet. II; Jakarta:
Amissco, 2003 ), h. 11.
65 John locke, dikutip dalam Abdul Rozak, et al.,eds, Pendidikan Kewargaan;Demokrasi
Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani (Cet. 111 ; Jakarta: Kencana, 2008), h. 119.
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Manusia dalam mengarungi kehidupan selalu berharap supaya apa yang
dijalani dimuka bumi ini sesuai dengan asas-asas kebenaran yang diyakininya.
Kalau diperhatikan manusia terkait dengan keyakinannya, maka kerap dijumpai
manusia mempunyai keyakinan yang berbeda , ini disebabkan perbedaana tentang
konsep ketuhanan yang mereka yakini sehingga dari situlah lahir kebenaran yang
menjadi tolak ukur dalam berintraksi setiap hari.
Adapun mengenai cara pandang terhadap konsep ketuhanan, maka secara
umum dapat kita lihat kepada tiga cara pandang. Pertama mereka yang
menganggap bahwa manusia, alam semesta dan kehidupan ada dengan
sendirinya, manusia dianggap sama dengan materi lainnya, materi merupakan
asal-usul dari segala sesuatu. Mereka mengingkari penciptaan  alam semesta,
mengingkari aspek kerohnian, dan beranggapan bahwa pengakuan terhdap
adanya aspek kerohanian merupakan sesuatu yang berbahaya bagi manusia. Bagi
mereka tidak ada sesuatu yang berwujud kecuali hanya  materi, materi adalah
pangkal berpikir dan pangkal dari segala sesuatu, yang berproses dan berkembang
dengan sendirinya lalu terwujudlah segala sesuatu.66 Pandangan tersebut tidak
mengakui adanya  Sang Pencipta dan hal yang berkaitan dengan-Nya seperti para
utusan dan kitab suci dan lain sebagainya.
Yang kedua yaitu golongan yang mengakui adanya Tuhan. Manusia, alam
semesta dan kehidupan diciptakan oleh Nya, pandangan ini mengakui eksistensi
agama, agama mereke butuhkan untuk  mengisi rohani mereka. Agama dalam
pandangan ini lebih kepada pengakuan saja dan terwujud dalam bentuk ibadah-
66 Taqiyuddin an-Nabhan, Nizamul Islam, terj. Abu Amin dkk Peraturan Hidup dalam
Islam, (Cet. 11; Jakarta:  HTI Press, 2006), h. 48.
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ibadah ritual ditempat-tempat yang mereka anggap sakral. Dalam mengatur
masyarakat dalam pergaulan sosial mereka pisahkan dari agama,67 karena agama
tidak mengurus permasalahan dunia, manusialah yang mengatur dan menata
masyarakat dengan aturannya sendiri berdasarkan kesepakatan yang mereka buat.
Tuhan tidak punya andil dalam mengatur manusia, hak Tuhan terputus ketika
manusia sudah menginjak bumi dan bergaul dengan sesamanya, yang ada
hanyalah hak-hak mereka, dan suara-suara mereka yang mereka anggap sebagai
suara Tuhan.
Dari dua pandangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam menetapkan
konsep-konsep hidup untuk mengatur manusia, ada sepenuhnya  di tangan-tangan
manusia itu sendri, sehingga apa yang boleh dan tidak boleh, benar dan tidak
benar itu berdasarkan aturan yang telah dibuat melalui kesepakan yang ada,
termasuk dengan konsep HAM
Yang ketiga, pandangan yang mengakui adanya segala apapun yang ada di
alam semesta ini merupakan penciptaan Tuhan, baik itu manusia  sendiri sebagai
mahkluk sosial termasuk makhluk ciptaan  Tuhan. Oleh karena itu manusia kalau
ingin hidup damai dan tentram maka  harus menjadikan petunjuk Tuhan sebagai
pedoman dan meletakan semua nilai berdasarkan petunjuk tersebut. Pandangan
ini selaras dengan pandangan Islam, yang menyerukan umat manusia untuk selalu
taat kepada Allah swt. Dengan memasukan nilai-nilai Islam dalam semua bentuk
perbuatan dan tingkah laku, sehingga terbentuklah pola sikap yang integral
dengan nilai Islam.
67 Pandangan tersebut merupakan ide dasar lahirnya idiologi kapitalisme sekuler.
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Dari pandangan Islam tersebut maka jelas bahwa umat Islam harus
mengukur semua bentuk prilaku, sikap, dan pemikiran sesuai dengan apa yang
sudah Allah swt. turunkan sebagai petunjuk yaitu al-Qur an dan Sunnah. Dengan
demikian mengukur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa benar dan apa
yang tidak benar harus merujuk kepada keduanya.
Tidak terlepas pula mengenai pembahasan HAM, maka umat Islam harus
menjadikan al-Qur’an dan Hadis dalam menilai dan menghukumi pakta HAM
tersebut, sehingga bisa melahirkan pandangan HAM dalam perspektif hukum
Islam.
B. Sejarah dan Perkembangan HAM
HAM dengan segala konsep dan bentuknya diperkirakan lahir jauh
sebelum masehi dengan pandangan terhadap manusia itu sendiri, pemikiran
tentang hak manusia menurut penulis-penulis Eropa sudah ada sejak zaman Zeno
dari Elea melalui filsafat stoicism-nya, kemudian Plato dengan humanism-nya.
aliran hedonisme oleh Demoktitus. Perkembangan konsep ini dapat masuk
kedalam peradaban Romawi dan  perkembangan Kristen yang tersebar bersamaan
dengan kekaisaran Romawi68.
Pada abad ke 13 Eropa dalam masa kegelapan (dark of age) yang mana
pada saat itu Eropa disuguhkan dengan pandangan humanism, pada waktu itu
terjadi perselingkuhan raja-raja dengan para gerejawan, sehingga raja dipahami
sebagai perwujudan Tuhan dimuka bumi, para raja membuat aturan-aturan yang
mengekang dan menindas rakyat, ini terbukti dengan terjadinya chauvinism,
68 Syukat, dikutip dalam Salahudin Hamid, op. cit, h. 13.
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kolonialisme dan pembunuhan terhadap ahli-ahli pikir (para pilosuf).69 rakyat
dipunguti upeti-upeti yang sangat merugikannya, semua kebijakan-kebijakan itu
mengatas namakan Tuhan, sehingga rakyat yang taat kepada agama tidak bisa
berbuat apa-apa dan kalaupun ada kritikan-kritikan itu datangnya dari para
pilosuf,  yang  pada ahirnya mereka mendapatkan penyiksaan bahkan sampai
dibunuh. tapi tidak sampai situ, dengan adanya pembunuhan terhadap para
pilosuf justru memperluas pandangan mereka, tentang harus adannya pembatasan
kekuasaan para raja supaya tidak ada lagi kesemena-menaan terhadap rakyat.
Sehingga tercapailah pemecahan jalan tengah yang  dicapai setelah terjadi
pertentangan yang berlangsung berabad-abad antara para pendeta gereja dengan
cendikiawan Barat (para pilosof ), yang pada ahirnya menghasilkan pemisahan
agama dengan negara.70 Dari situlah masyarakat Barat  baru mulai mengadakan
perubahan pemikiran mengenai hakekat eksistensi manusia, dan mendobrak
tradisi dan doktrin para gerejawan  yang selama berabad-abad telah mengekang
hak asasi masyarakat.
Selanjutnya, setelah para pilosof meletakan pondasi mengenai hak asasi
manusia, maka terjadi deklarasi-deklarasi HAM di beberapa belahan wilayah
Eropa. Minsalnya  pada tahun 1689, lahir undang-undang Hak Asasi Manusia di
Inggris, pada tahun 1789, lahir deklarasi Prancis. Deklarasi  ini memuat aturan-
aturan hukum yang menjamin Hak Asasi Manusia dalam prosese  hukum, seperti
larangan penangkapan dan penahanan seseorang secara sewenang-wenang tanpa
69 Ibid.
70 Taqiyuddin an-Nabhani, op. cit., h. 64.
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alasan yang sah atau penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh
lembaga hukum yang berwenang.
Selanjutnya adanya wacana empat hak  kebebasan manusia di Amerikat
Serikat pada 6 januari 1941. Keempat hak itu adalah: hak kebebasan berbicara
dan menyatakan pendapat, hak kebebsan memeluk agama dan dan beribadah
sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, hak bebas dari kemiskinan, dan hak
bebas dari rasa takut.
Selanjutnya Konferensi Buruh Internasional di Philadelphia, Amerika
Serikat, tahun 1944 memuat pentingnya menciptakan perdamaian dunia
berdasarkan keadilan social dan perlindungan seluruh manusia apa pun ras,
kepercayaan, dan jenis kelaminnya.71
Di dunia Islam HAM mulai dipelopori dari daerah timur tengah tepatnya
di kota Mekkah, yaitu dengan diutusnya seorang Rasul, Muhammad saw. Dengan
membawa agama  Islam yang menyeru untuk saling mengasihi antara sesama
manusia.
Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia,
agama yang datang dengan menaburkan benih-benih kasih sayang kepada sesama
manusia bahkan kepada makhluk-makhluk yang lain. Islam sebagai agama yang
berlandaskan kitab suci al-Quran mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk
yang sangat mulia berbeda dengan makhluk yang lain. maka ketika Nabi
Muhammad saw. diutus sebagai Rasul dengan membawa risalah Islam, beliau
sangat menekankan penghormatan kepada sesama manusia, karena manusia sama
71 Abdul Rozak, at al.,op. cit., h. 120-121.
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derajatnya dihadapan Tuhan dimanapun mereka berada. Rasul pernah
menggambarkan bahwa tidak ada keutamaan bagi Arab atau non-Arab,kulit putih
atau kulit hitam, kecuali taqwa atau perbuatn soleh,karena manusia dari Adam
dan Adam dari tanah.
Dari pemahan tersebut menggambarkan bahwa begitu Islam datang
dengan membawa penghormatan setinggi-tingginya kepada anak cucu Adam,
tidak ada perbedaan antara mereka apa pun sukunya, bagaimanapun warna
kulitnya, serta apapun bahasanya. oleh karena itu mereka harus menyerukan
perdamaian, saling tolong menolong hati dan jiwa serta persatuan yang kuat.72
Sebelum Islam datang, negeri Mekkah penuh dengan perbuatan-perbuatan
yang jauh dari sipat penghormatan kepada manusia, hal ini tergambar dari sikap
mereka kepada perempuan dan budak, tetapi setelah Islam masuk pada permulaan
nya dikota Mekkah  telah memasukan hak-hak asasi manusia dalam ajaran-ajaran
dasarnya, bersamaan dengan  penekanan masalah-masalah kewajiban manusia
terhadap sesamanya. Oleh karenanya kita menemukan ayat-ayat suci al-Quran
yang diturunkan awal-awal priode Mekkah yang berbicara masalah pengutukan
terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi pada
masa itu,  al-Quran tidak hanya mengutuk berbagai pelanggaran hak, tetapi juga
memberikan dorongan secara positif kepada manusia untuk menghargai hak-hak
tersebut.73
Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan mendirikan pemerintahan
Islam, di Madinah Rasulullah  kemudian mendeklarasikan Konstitusi Madinah
72 M. Athiyah al- Abrasyi, Biografi Muhammad (Cet. 11; Jogjakarta: Darul Hikmah, 2010
), h. 8.
73 Salahuddin Hamid, op. cit., h. 13.
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atau yang dikenal dengan Piagam Madinah. Yang mana piagam ini merupakan
perjanjian damai antara suku dan umat beragama.  Pengakuan kebebasan dan hak
manusia yang dijamin oleh Muhammad saw. Begitu  Rasul mendorong setiap
warga negara untuk saling menghargai antar sesama warga dan tidak saling
mengganggu. Piagam ini lah  merupakan bukti autentik yang bisa kita lihat
sampai sekarang bahwa ajaran Islam sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi
manusia.
C.  Esensi HAM dalam Perspektif Hukum Islam
Hak asasi manusia merupakan konsepsi yanga sangat penting dalam
hukum Islam. Betapa tidak konsep tersebut merupakan nilai yang manusia harus
dapatkan tanpa ada yang menguranginya dan mencederainya, sehingga manusia
bisa meraih kehidupan yang bahagia baik dunia maupun akhirat.
Manusia adalah makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah swt. Oleh
karena itu manusia dipercaya untuk menjadi khalifah dimuka bumi,
penghormatan  kepada manusia harus dipahami semata-mata karena Allah swt.
telah memuliakannya  sebagai sebuah anugerah dan karunia, sehingga sebagai
manusia tidak ada perbedaan antara orang-orang yang berkulit putih dengan
orang yang berkulit hitam, tempat tinggalnya serta nasabnya, baik itu perempuan
maupun laki-laki. Penghormatan ini sebagaimana diterangkan oleh Allah swt.:
                
            
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Terjemahnya:
Dan Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik
dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.74 ( al-Isra’: 70)
Ayat tersebut jelas mengekspresikan kemuliaan manusia di dalam teks al-
Qur’an disebut karamah (memuliakan). Proklamasi al-Qur’an melalui ayat
tersebut mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
sebagai hak dasar yang dikaruniai Allah kepadanya. Pengakuan dan perlindungan
terhadap hak-hak tersebut dalam Islam ditekankan kepada tiga hal utama yaitu:
persamaan manusia, martabat manusia, dan kebebesan manusia.75
Dalam ayat tersebut, Allah menggunakan piil madhi, yaitu karramna
mengindikasikan penegasan dan kepastian bahwa penghormatan tersebut
merupakan hal yang bukan main-main melainkan bentuk keseriusan. Dan kalimat
bani Adam menunjukan penghormatan dan pemuliaan  ditujukan kepada semua
manusia, tanpa ada perbedaaan dan latar belakang, karena manusia adalah
makluk Allah yang berbeda dengan kepada hubungan makluk yang lain, memiliki
keistimewaan tersendiri.
Selanjutnya Islam menegaskan bahwa tolak ukur kemuliaan disandarkan
kepada aqidah. Karena posisi kemuliaan itu ditentukan oleh ketaqwaan manusia,
74 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya.(Surabaya: CV Darus Sunnah,
2002), h. 290.
75 Shalahuddin Hamid, Hak Asasi Manusia: dalam Perspektif Islam (Cet. 11; Jakarta:
Amissco, 3003), h. 94-95.
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dan penerimaannya terhadap petunjuk para Rasul dan manhaj yang bersumber
dari wahyu.76 Allah swt. berfirman:
        .      .    
               
Terjemahnya:
Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya ,kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-
rendahnya (neraka),Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.77 (QS. al-
Tin: 4-5)
Dalam ayat lain Allah swt. berfirman:
                    
        
Terjemahnya:
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa
diantara kamu. sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal.78 (QS. al-Hujurat: 13).
Ayat tersebut menerangkan  bahwa manusia diciptakan oleh Allah swt.
dengan segala bentuk kindahan, perbedaan jenis kelamin dan suku. Perbedaan
tersebut bukan menunujukan tingkatan derajat mereka. Tapi yang menjadi tolak
ukur derajat dan kemuliaan mereka adalah manakala mereka mau menjadi hamba
76 Muhammad Ahmad mufti dan Sami Salih al-Wakil, HAM Menurut Barat dan HAM
Menuru Islam (Cet. 11; Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009), h. 19.
77 Departemen Agama RI, op. cit, h. 598.
78 Departemen Agama RI, op. cot., h. 518.
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Allah yang taat dengan segala bentuk perintah-Nya dan menjauhi segala bentuk
larangan-Nya.
Kemuliaan dalam Islam bertolak dari keberadaannya sebagai sebuah
anugerah dan berkaitan dengan penyembahannya kepada al-Khalik. Jadi, terdapat
berbagai kondisi sehinga manusia bisa berbalik dari kondisi yang mulia menjadi
kondisi yang hina karena disebabkabkan oleh kekufurannya serta jauhnya dari
manhal syar’i yang benar, ini tentu berbeda dengan pandangan yang berasal dari
luar Islam, yang menganggap bahwa kemuliaan manusia itu tetap langgeng dan
tidak akan pernah sirna, bagaimanapun keburukan yang dilakukanya, bahkan
meskipun ia berlumuran dosa dan kehinaan.79 tentu ketika manusia jauh dari
petunjuk yang benar maka dengans sendirinya ia telah menjatuhkan diri sehingga
hak kemuliaan sebagai makhluk akan tercoreng dan ini akan berimplikasi kepada
kedudukan serta status sosial di dalam masyarkat Islam
Untuk menjadi hamba Allah swt. yang taqwa, maka agama Islam
memerintahkan umat manusia untuk mengikuti bimbingan Yang Maha Kuasa
selama hidupnya. Seleruh bumi ini merupakan masjid tempat manusia harus
bertindak dalam semua aspek kehidupanya demi beribadah kepada-Nya. Tujuan
eksistensi manusia didunia menurut Islam adalah semata-mata untuk beribadah,
menghanbakan diri, serta patut kepada Allah swt. dengan adanya ketakwaan
kepada Allah swt, maka sesunggunya manusia telah melaksanakan kewajiban
kepada Allah serta memberikan pengakuan hak kepada sesamanya, baik dalam
arti seagama maupun manusia secara menyeluruh. Karena ketika bentuk
79 Muhammad Ahmad mufti dan Sami Salih al-Wakil, op. cit., h. 22.
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ketawaan itu ada maka tidak hanya terbatas kepada hubungan pertikal saja melain
hubungan horizontal juga ikut terbangun. Atau dalam kata lain telah terbangun
hak-hak kepada Allah dan hak-hak kepada sesama manusia.
Kewajiban yang Allah  yang diperintahkan  kepada umat manusia di
bawah petunjuk Ilahi dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu huququllah dan
huququlibad. Huququllah (hak-hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia
terhadap Allah swt. yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan
huququlibad (hak-hak manusia) merupakan kewajiban terhadap sesamnya dan
terhadap makhluk yang lainnya.80
Hubungan terhadap sesamanya memiliki bagian-bagian tertentu,
minsalnya hak kepada orang tua, sesama muslim, dan hak terhadap agama lain.
Hak kepada agama lain minsalnya, Islam memiliki aturan yang khusus yang
mengtur hubungan dalam berinteraksi baik dalam tatanan masyarakat maupum
pergaulan antar negara.
Dari bebera uraian diatas jelas bahwa hak asasi manusia dalam Islam
merupakan pemberian dari Allah swt dan manusia  harus taat kepada-Nya. bukan
ada secara alami ada pada diri manusia, dan berdaulat secar mutlak atas dirinya
tanpa ada interpensi dari siapapun, sebagai mana pendapat orang-orang Barat.
penghargaan terhadap hak asasi manusia bisa tercapai secara maksimal apabila
syariat-syariat Allah tegak di muka bumi ini. Karena denga itulah manusia bisa
menggapai hakekat penghargaannya sebagai makhluk bumi yang diciptakan
sebagai sebaik-baik makhluk.
80 Syekh Syaukat Hussain, Hak Asasi Manusia dalam Islam (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), h. 54.
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BAB IV
PIDANA MATI DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM HUKUM ISLAM
A. Beberapa Prinsip Perlindungan HAM dalam Hukum Islam
Hukum Islam menempatkan  konsepsi HAM sebagai sesuatu yang sangat
penting dalam perlindungannya. Tidak terkecuali hukum pidana Islam, Sehingga
dalam pelaksanaan pimidanaan bagi yang melanggarnya akan ditindak tegas
sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan tidak bisa dikatakan sebagai
pelanggaran HAM. Pemidanaan yang keras terhadap para pelaku tindak pidana
memiliki hikmah yang sangat besar, baik bagi terpidana maupun bagi masyarakat
umum.  Pemidanaan Islam tidak hanya mempunyai mampaat besar di dunia,
melainkan ada sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu menghindari para pelaku dari
sisksa yang lebih pedih nanti di akhirat. sehingga pemidanaan Islam tidak bisa
dilihat sebelah mata, sebagai mana orang-orang Barat memandangnya, tentu
pemahaman seperti ini tidak bisa difahami oleh mereka yang beridiologi sekuler.
Islam tidak akan pernah lepas dalam memandang apapun kecuali harus
dikembalikan kepada al-Quran dan Sunnah, termasuk pandangan mengenai hak
asasi manusia. Hal ini harus dipahami bahwa HAM tidak lepas begitu saja tanpa
ada landasan yang jelas. Dengan demikian HAM bisa dikatakan mempunyai
landasan yang argumentatip dan kuat dalam perspektif hukum Islam.
Dalam hukum Islam, hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusia,
tetapi hanya bisa dibuat menjadi terang. Hak-hak tersebut diturunkan secara tidak
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langsung dari nilai-nilai dasarnya bahwa ia adalah hamba Allah swt. Dengan
demikian, ia tidak menghambakan diri kepada yang lain. Maka ia bebas.81
Hak-hak yang ada terlebih yang ada pada diri manusia, bisa terjamin
perlindungannya jika telah terwujud pengaturannya  dalam sebuah tatanan sistem
sosial dan negara dalan bentuk perundang-undangan yang baik, karena  dengan
adanya peraturan tersebut bisa memberikan hak-hak secara menyeluruh kepada
masyarakat sesuai dengan posisi dan kedudukannya.
Islam datang kepada umat manusia tidak lain tujuannya untuk membawa
misi penyelamatan. Begitu juga dengan aturan-aturan yang ada yang telah
disyariatkan Allah swt. kepada hamba-Nya tidak lain suapaya mereka bisa hidup
damai, dengan ketentuan mereka mau menjalani konsep-konsep tersebut dengan
baik dan benar, sebagai bentuk penghargaan kepada dirinya, serta kepatuhan
kepada Allah swt. sebagai sebuah satu kesatuan. Karena tidaklah mungkin
seseorang dapat mengaku menghormati kekuasaan Allah swt. apabila dalam
kenyataan ia tetap memperkosa martabat manusia dalam berbagai bentuknya.82
Ketentuan-ketentuan syariat yang ada dalam Islam tidak ada yang
bertentangan denga fitrah manusia. Manusia senantiasa membutuhkannya sebagai
suatu kebutuhan primer jika mereka mau hidup damai. Tanpa nilai Islam maka
manusia telah menghinakan dirinya sebagai seorang makhluk Allah swt. Berabad-
abad Islam dengan nilai-nilai yang ada menyerukan untuk pembebasan manusia
81 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam;Penegakan Syariat Dalam Wacana
dan Agenda ( Cet .1; Jakarata: Gema Insani Press, 2003), h. 68.
82 Rusdi Ali Muhammad, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif  Syariat Islam: Mengenal
Jati Diri Manusia (Cet. 1; Jakarta: Mihrab, 2004), h. 42.
61
dari segala bentuk perbuatan yang tidak manusiawi, memberikan hak-hak mereka
serta melindunginya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan.
Adapun yang termasuk bagian dari hak-hak yang diserukan dan dilindungi
dalam Islam  dapat kita jabarkan sebagai berikut:
1. Hak kebebasan dalam berkeyakinan (kebebasan beragama)
Dalam berkeyakinan dan memeluk agama Islam tidak pernah memaksakan
siapapun untuk memeluk Islam, kerena pada dasarnya manusia  bebas adalam
memeluk agama apapun sesuai dengan kehendaknnya. Allah swt. telah  menjamin
kebebasan untuk memeluk agama sebagaimana yang tertera dalam al-Quran:
             
                 
  
Terjemahnya:
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah
jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa
yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, Maka
Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang
tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.83 (QS.
al-Baqarah: 256)
Ayat tersebut secara jelas dan gamblang menjelaskan bahwa tidak seorang
pun yang boleh memaksa orang lain untuk masuk ke agama Islam. Agama Islam
memberikan kebebasan suara hati nurani dan keyakinan kepada seluruh umat
83 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. (Surabaya: CV Darus Sunnah,
2002), h. 43.
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manusia. Kaum muslimin diperbolehkan mengajak orang-orang dari agama lain
untuk memeluk agama Islam, tapi mereka tidak boleh memaksakan kehendak
tersebut. Umat Islam tidak boleh mempengaruhi siapapun untuk mau menerima
agam Islam dengan cara melakukan  tekanan-tekana politik dan sosial. Nabi
Muhammad saw. semenjak diutus oleh Allah swt. untuk menyampaikan semua
ajaran-Nya, beliau menyadari bahwa beliau tidak akan memaksa seorang  pun
untuk mengikuti agama Islam. Rasulullah sepanjang hidupnya telah menganut
prinsip kebebasan nurani dan keyakinan ini.84 Terbukti dari sejarah bahwa ketika
beliau menjadi kepala negara di Madinah orang-orang Yahudi dan agama yang
lain dibiarkan hidup dan menjadi warga negara tanpa ada paksaan untuk mereka
masuk kedalam Islam.
Dengan demikian suatu kesalah pahaman ketika Islam tegak dengan semua
bentuk nilainya akan membuat orang-orang dari agama lain tertindas,
tersingkirkan, serta adanya paksaan untuk mereka mau mengubah keyakinan
mereka. Padahal dengan adanya syariat Islam malah akan menjaga serta
memberikan kebebasan mereka untuk beribah sesuai dengan keyakinan yang
dianutnya, menjaga tempat-tempat ibadah mereka serta tempat-tempat dimana
mereka bisa mengajarkan ajaran agama mereka. Ini menunjukan tingginya nilai
Islam serta ketidak panatikan dalam meyerukan keyakinan kepada orang lain,
dengan konsep inilah Islam bisa menyebar keseluruh belahan dunia, bisa diterima
oleh agama lain, sehingga orang-orang yang ada dalam kekuasaan Islam bisa
damai dan aman dalam melaksanakan agama masing-masing.
84 Syekh Saukat Hussain, Hak Asasi Manusia dalam Islam (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), h. 74.
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2. Hak untuk hidup dan keamanan diri
Sudah menjadi suatu pemahaman umum bahwa hak hidup serta keamanan
diri merupakan hak yang sangat mendasar karena terkait dengan eksistensi
manusia itu sendiri. Islam tentu memperhatikan hal tersebut, begitu banyak ayat-
ayat dalam al-Quran dan dalam hadis baginda Rasul yang menjelaskan ketidak
bolehan untuk saling menzolimi orang lain, dengan membunuh mereka atau
menganiyaya. Terkait dengan pemeliharaan jiwa Allah swt. berfirman:
         
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.85 (QS. al-
Isra’: 33)
Dari ayat tersebut Islam menjamin hak hidup bagi semua manusia. Tidak
seorangpun yang berhak untuk mencabut nyawa seseorang, kecuali dengan
alasan-alasan yang dibenarkan, sehingga hak-hak untuk hidup dan keamaanan diri
harus sentiasa dijaga keberadaannya, dari kaki tangan yang mau mencederainya.
Rasulullah dalam salah satu sabdanya pernah menyampaikan bahwa hakekat
orang muslim adalah yaitu mereka yang menjaga muslimin yang lain dari
gangguan lidahnya dan tangannya.
Begitu Islam sangat menghargai yang namanya jiwa dan keselamatan diri
dan orang lain. Dari hadis tersebut bisa dipahami bahwa orang baru bisa dikatan
sebagai seorang muslim yang baik manakala ia mampu mngendalikan dirinya
85 Departemen Agama RI, op. cit., h. 286.
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untuk tidak menganggu  dan menzalimi orang. Karena manakala ia membuat
suatu kezaliman kepada orang lain maka sejatinya ia telah melanggar nilai-nilai
Islam yang ada.
Dalam Islam pelarangan untuk tidak membunuh dan mengganggu orang
lain tidak hanya pada saat kondisi aman saja, tapi pada saat kondisi perang pun
Islam punya tata cara dan pandangan terkait dengan penjagaan jiwa. Islam
memberikan ketentuan-ketentuan yang cukup terinci tentang apa yang boleh dan
apa yang tidak boleh dilakukan oleh para tentara Islam. Pembunuhan seluruh jenis
suku bangsa adalah sama sekali dilarang dalam Islam. Malah Rasulullah melarang
tentaranya mengejar musuh yang melarikan diri dan menyuruh mengobati tentara
mereka yang terluka.86 Dalam Islam perang adalah bersipat defensip, membela
dan mempertahankan diri, meskipun bayarannya sanpai mengorbankan nyawa.
Konsekwensi dari perang adalah bentuk kekerasan yang berkelanjutan
denngan melenyapkan jiwa manusia, tapi kalau kita perhatikan perang dalam
Islam maka sama sekali bukan mengorbankan jiwa manusia, yang merupakan hak
yang sangat mendasar itu, justru sebaliknya, mempertahankan diri dari ancaman
pihak lawan berarti bentuk dari salah satu cara mempertahankan hak asasi itu
sendiri.
Dengan demikian, jelas bahwa Islam sangat menjunjung tinggi hak
hidup manusia dan keamanannya, dalam berbagai kondisi, dimana pun kapan pun,
Islam selalu meletakkan nilai-nilai yang menunjukn bahwa Islam adalah agama
yang sangat luhur dan mampu menjadi prisai bagi hak hidup manusia.
86 Fathy Otsman dalam Rusjdi Ali Muhammad, op. cit., h. 120.
65
3. Hak bebas dari perbudakan
Dalam konsep Islam manusia itu sama di hadapan Tuhan, yang
membedakannya cuma ketakwaan mereka kepada Allah swt. Ini berarti tidak ada
yang berhak untuk merendahkan dan menganggap manusia satu diantara yang
lainnnya lebih mulia dari yang lainya.
Secara gamblang Islam telah melarang praktek perbudakan bagi semua
manusia, untuk untuk diperjual belikan sebagai mana yang pernha terjadi pada
masa jahiliah dahulu. Sebagai mana Rasulullah dengan tegas mengecam
perbuatan perbudaka  dan akan menuntut kelak diakhirat pelaku yang
memperjual-belikan manusia, dan menggunakan uang hasil penjualan tersebut.
Sebelum Islam datang perbudakan merupakan sesuatu hal yang dianggap
sah sejak sekian lamanya. Sebagai bentuk kekuasaan manusia yang lebuh kuat
atas manusia yang lebih  lemah, munculnya konsep ini juga dari peperangan
musuh-musuh yang kalah dalam peperangan dan menjadi tawanan akan dipakai
tenaga mereka tanpa ada bayaran sebagai  suatu bentuk praktis dan material dari
pihak yang menang.
Benih Islam merupakan sistem yang melindungi nyawa manusia.
Penghargaan tawanan perang berasal dari faktor  bahwa Islam telah menjamin
keselamatan pribadi dan mendudukan mereka dalam kedudukan yang sama
dengan tentara muslim lainya, sehingga tidak ada yang berhak untuk membunuh
dan menjadikannyan sebagai  budak dan memberikan mereka hak dalam hukum
dan hak menuntut. Seluruh tawanan perang yang diikuti oleh Nabi  selain tawanan
yang tidak dibunuh, mereka juga diperlakukan sama sebagaimana muslim lainnya.
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Kewajiban mereka mengajarkan ilmu yang mereka miliki kepada sepuluh orang
muslim atau menebus diri mereka untuk kepentingan umat Islam.87
Perbudakan yang juga merupaka penomena masyarakat jahiliah, manusia
yang dijadikan budak pada saat itu sangat direndahkan, ia sama seperti barang
yang bisa diperjual belikan, perkembangan budak tanpa kontrol, kebanyakan
budak memiliki kehidupan yang sangat memiriskan, karena mereka diperlakukan
tidak manusiawi oleh para tuan-tuan mereka, sebagaimana yang terjadi pada Bilal
sahabat Nabi sebelum beliau dibebaskan.
Rasulullah semenjak menyebarkan Islam beliau menyerukan untuk
membebasan budak  kepada para sahabat dan masyrakat jahiliah pada saat itu.
Beliau tak segan-segan memberikan contoh kepada para sahabatnya dengan
membagikan hartanya kepada fakir miskin, membebaskan para budak  dan
bersikap manusiawi kepada mereka. Pembebasan budak terus diappresiasi dan
didorong oleh Nabi sehingga para sahabat tidak segan mencontoh untuk
melakukannya. Salah satu bentuk motipasi yang dikeluarkan Nabi lewat hadisnya:
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر ُﺖْﻌِﻤَﺳ َلَﺎﻗ َةَﺮْﯾَُﺮھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ ًﺔََﺒﻗَر ََﻖﺘَْﻋأ ْﻦَﻣ ُلُﻮﻘَﯾ
 ِﮫِﺟْﺮَِﻔﺑ ُﮫَﺟَْﺮﻓ َِﻖﺘُْﻌﯾ ﻰﱠﺘَﺣ ِرﺎﱠﻨﻟا ْﻦِﻣ اًﻮْﻀُﻋ ُﮫْﻨِﻣ ٍﻮْﻀُﻋ ﱢﻞُِﻜﺑ ُ ﱠﷲ ََﻖﺘَْﻋأ ًﺔَﻨِﻣْﺆُﻣ
Artinya:
Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda, 'Barang siapa memerdekakan budak yang beriman, maka Allah
akan membebaskan tubuhnya dari neraka sebagaimana dia telah
memerdekakan bagian-bagian tubuh budak tersebut. Bahkan Allah akan
87 Shalahuddi Hamid, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam, ( Cet. II; Jakarta:
Amissco, 2003 ), h. 120.
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membebaskan kemaluannya sebagaimana dia telah membebaskan kemaluan
budak tersebut.88 (HR. Bukhari dan Muslim).
Begitulah baginda Rasul dan para sahabat dalam menyerukan pembebasan
perbudakan dari masyarakat jahiliah. Dengan da’wah yang begitu keras demi
mengangkat derajat manusia menjadi mulia tanpa ada mengenal lelah. Tentu jasa
beliau dan para sahabat dapat kita rasakan sampai saat ini dengan tidak adanya
perbudakan  lagi.
4. Hak atas keadilan, persamaan di depan hukum dan perlindungan dari
kesewenang-wenangan hukuman
Penyiksaan merupakan tindakan amoral dilihat dari segi manapun dan
ditujukan kepada siapapun. Tidak terkecuali perbuatan tersebu bagi para pelaku
tindakan kriminal, orang tidak dapat dihukum tanpa ada bukti yang
mengindikasikan bahwa ia  telah melakukan tindakan kriminal, sebab bila
demikian maka itu termasuk tindakan sewenang-wenang dan melanggar hak asasi
manusia.
Islam tidak mengenal suatu dasar bagi pelaku driskriminatif, semua orang
berhak atas perlakuan yang adil. Perilaku dan sikap yang bermatabat serta
penghargaan terhadap martabat orang lain menjadi karakter yang terkemuka dari
masyarakat yang Islami.89 Keadilan merupakan nilai yang sangat ditekankan
dalam Islam dalam hal apapun dan kepada siapapun, terlebih dalam bidang
hukum.
88 Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim, t.d. h.
217.
89 Topo Santoso, op. cit.,h. 73.
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Di muka hukum semua orang sama. Islam tidak membedakan kelas,
pangkat, jabatan, kedudukn, kekeluargaan. Supremasi hukum dalam Islam benar-
benar ditegakkan tanpa kompromi, tanpa membedakan keturunan, agama dan
sebagainya. Di hadapan Tuhan  tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan
hukum. Karena Islam menghormati kebenaran sebagaimana kemuliaan manusia
dihormati.90
Allah swt. dalam ayat-Nya menyerukan kepada orang-orang yang beriman:
                
                
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.
dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwaan.91 (QS.  al-Maidah: 8)
Demi menegakkan keadilan pada masa khalifah Umar bin Khattab beliau
memisahkan badan yudikatif dari badan aksekutif. Namun setelah kekhalifaan
terbentuk secara penuh, khalifah Umar memisahkan badan pengadilan secara
keseluruhan dari  institusi-institusi  negara lainnya serta membentuk dewan
pengadilan  pada setiap wilayah. Pengadilan yang bebas biaya tersedia bagi setia
orang  karena di dalam Islam keadilan itu tidak dijual dan tidak ada bentuk biaya
pengadilan yang diminta kepada orang-orang yang mencari keadilan. Para
90 Shalahuddin Hamid, op. cit.,h. 116.
91 Departemen Agama RI, op. cit., h. 109.
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khalifah biasa mengusut secara hukum atau menuntut gubenur-gubenur mereka
karena adanya pengaduan dan keluhan dari masyarakat biasa.92 Begitulah para
pemimpin Islam dalam menegakkan keadilan, semata-mata mencari keridhaan
serta untuk mendekatkan mereka kepada Allah swt.
Terkait dengan persamaa di depan hukum, dalam  Islam tidak ada orang
yang kebal terhadap hukum, meskipun orang tersebut adalah seorang pemimpin,
semuanya akan mendapatkan sanksi bila melanggar atau melakukan tindak
pidana. Dalam Islam persamaan hak di depan hukum adalah suatu yang
dikedepankan dalam artian Islam tidak melihat latar belakang dari seseorang,
tidak melihat kepada warna kulit, ras, suku, agama, kedudukan sosial, bahkan
keturunan. Sebagaimana Nabi dalam hadisnya mengatakan:
 ْﻦَﻣ ََﻚَﻠھ ﺎَﻤﱠِﻧإ َلَﺎَﻘﻓ ٍَةأَﺮْﻣا ِﻲﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﻲﺒﱠﻨﻟا َﻢﱠﻠَﻛ َﺔَﻣﺎَُﺳأ ﱠَنأ َﺔَِﺸﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ
 َُﻜﻠَْﺒﻗ َنﺎَﻛ ﻲِﺴَْﻔﻧ يِﺬﱠﻟاَو َﻒﯾِﺮﱠﺸﻟا َنﻮُﻛُﺮَْﺘﯾَو ِﻊﯿِﺿَﻮْﻟا َﻰﻠَﻋ ﱠﺪَﺤْﻟا َنﻮُﻤِﯿُﻘﯾ اُﻮﻧﺎَﻛ ُْﻢﮭﱠَﻧأ ْﻢ
َﺎھََﺪﯾ ُﺖَْﻌَﻄَﻘﻟ َِﻚﻟَذ َْﺖﻠََﻌﻓ َﺔَﻤِطَﺎﻓ ﱠَنأ َْﻮﻟ ِهَِﺪِﯿﺑ
Artinya:
Dari Aisyah, bahwa Usamah pernah mengajak Nabi shallallahu 'alaihi
wasallam berdialog untuk memberi keringanan terhadap seorang wanita,
maka Nabi bersabda: "hanyasanya telah binasa orang-orang sebelum,
mereka menegakkan hukuman kepada orang-orang yang lemah, dan
meninggalkan hukuman bagi orang bangsawan, Demi Dzat yang jiwaku
berada di tangan-NYA, jika Fathimah melakukan hal itu, aku potong
tangannya. 93(HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam  hadis  tersebut, baginda Rasul denga tegas menyatakan persamaan
hukuman bagi siapapun termasuk anaknya Fatimah jika terbukti melakukan suatu
92 Syekh Saukat Hussain, op. cit., h. 91.
93 Al-Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari,(t.t.; Darul al-Fikri. 1994), h. 21.
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pelanggaran. Hadis tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam  menegakkan
hukum tidak boleh pandang bulu, hukum harus ditegakkan baik bagi orang-orang
yang miskin atau orang-orang kaya. Bukan malah pincang, menegakkan hukum
bagi mereka yang lemah, dan berkompromi dengan menjual hukum bagi orang-
orang kaya.
Demikian juga yang pernah dilakukan oleh para sahabat dalam
menegakkan hukum. Khalifah  Umar minsalnya pernah menyita unta putaranya,
Abdullah bin Umar, yang digembalakan bersama unta zakat di padang gembalaan
terbaik. Khalifah Umar pun pernah menghukum putranya Amr bin Ash, gubernur
Mesir, karena memukul rakyat biasa. Sejarah juga menunjukkan  kepada kita,
bahwa khalifah Ali bin Abi Thalib ra. pernah mendakwa seorang yahudi dengan
tuduhan pencurian atas baju besi beliau. Namun bukti-bukti yang disodorkan
khalifah Ali tidak mencukupi (meyakinkan), maka Qhadi memutuskan untuk
membebaskan yahudi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meski seorang kepala
negara mendakwa seorang rakyatnya dengan tindak kejahatan, maka tetap melalui
prosedur pesidangan. Jika tidak terbukti maka ia akan dibebaskan. Ini
menunujukkan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di
depan hukum.94
Demikianlah sebagian dari prinsip-prinsip perlindungan dan penegakan
hukum dalam hukum Islam yang sudah ditorehkan dalam sejarah berabad-abad
silam. sebagai sebuah nilai yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang berpradaban tinggi.
94 Rina K, “Keistimewaan Hukum Islam” Al-wa’ie, no. 113 (1-13 Januari 2010), h. 14-18.
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B. Pidana Mati Sebagai Jaminan Hak Hidup Manusia
Hukum pidana Islam adalah hukum yang berstandar kepada al-Quran dan
as-Sunnah yang memiliki sisi lain dari hukum sekuler Barat. ketentuan-ketentuan
mengenai pelanggaran sudah diterangkan dalam dua sumber hukum tersebut
sekaligus sanksi yang mempunyai maslahah di dunia maupun di akhirat.
Sanksi dalam hukum Islam mempunyai dua fungsi, pertama fungsi
zawajir (pencegah), adanya ketentuan sanksi dalam Islam untuk memberikan efek
jera bagi para pelaku tindak pidana tersebut sehingga tercegah untuk
mengulanginya lagi, baik oleh si terpidana maupun oleh masyarakat umum.
Kedua fungsi jawabir (penebus dosa), sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku
tindak pidana memiliki korelasi dengan kehidupan akhirat, yaitu sebagai penebus
dosa yang dapat menghindarinya dari azab Allah diakhirat kelak
Pada  masa Rasulullah saw. pelaku zina seperti Maiz dan al-Ghamidiyah
tidak segan-segan datang kepada Rasulullah untuk mengaku atas perzinaannya
dan meminta agar dijatuhkan sanksi atas tindakannya itu, dengan maksud agar
sanksi akhirat atas mereka gugur.95 Rasulullah pun memerintahkan para sahabat
untuk melemparinya dengan batu. Sementara itu Khalid bin Walid ikut serta
melempari kepala perempuan itu dengan batu, hingga tiba-tiba percikan darahnya
mengenai wajah Khalid. Khalid bin Walid merasa kesal dibuatnya, dan akhirnya
ia mencaci-maki perempuan itu. Ketika mendengar caci-maki Khalid, Rasulullah
SAW bersabda:
95 Rina K., op. cit., h.16-17
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 ﱠُﻢﺛ َُﮫﻟ َﺮِﻔَُﻐﻟ ٍﺲْﻜَﻣ ُﺐِﺣﺎَﺻ َﺎَﮭﺑَﺎﺗ ْﻮَﻟ ًَﺔﺑَْﻮﺗ ْﺖَﺑَﺎﺗ َْﺪَﻘﻟ ِهَِﺪِﯿﺑ ﻲِﺴَْﻔﻧ يِﺬﱠﻟاََﻮﻓ ُِﺪﻟﺎَﺧ َﺎﯾ ًﻼْﮭَﻣ
 َْﯿﻠَﻋ ﻰﱠﻠََﺼﻓ َﺎِﮭﺑ َﺮََﻣأ ْﺖَِﻨﻓُدَو َﺎﮭ
Artinya:
Tenangkanlah dirimu hai Khalid! demi dzat yang jiwaku berada di tangan-
Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat dan jika
orang yang berbuat dosa besar bertaubat sepertinya pasti akan diampuni
dosanya.96 (HR. Muslim).
Dan diantara bentuk pemidanaan dalam Islam adalah hukuman mati yang
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja. Pembunuhan
adalah salah satu  dari bentuk jarimah yang dikenakan sanksi had, perbuatan ini
merupakan bentuk pelanggaran terhadap jiwa manusia. Yang mana dikatahui
bahwa nyawa atau jiwa seseorang merupakan sesuatu yang dilindungi  yang tidak
boleh dihilangkan, menghilangkan nyawa seseorang berarti berarti ia telah
melanggar hak hidup orang tersebut. Dan tentu ini merupakan perbutan yang
sangat dilarang dan diharamkan di dalam Islam dan pelakunya dilaknat oleh Allah
swt. dalam al-Quran Allah swt. berpfirman:
                 
       
Terjemahnya:
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka
balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar
baginya.97 (QS. an-Nisa’: 93).
96 Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, op. cit.,h.120
97 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, op. cit., h. 94.
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Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda yang diriwayatkan dari Ibnu Umar:
 ِﺤْﻠُﻣ ٌﺔَﺛَﻼَﺛ ِ ﱠﷲ َﻰِﻟإ ِسﺎﱠﻨﻟا ُﺾَﻐَْﺑأ َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱠِﻲﺒﱠﻨﻟا ﱠَنأ ٍسﺎﱠﺒَﻋ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ ٌﺪ
 َﺔﱠﻨُﺳ ِمَﻼْﺳ ِْﻹا ِﻲﻓ ٍﻎَﺘْﺒُﻣَو ِمَﺮَﺤْﻟا ِﻲﻓ ُﮫَﻣَد َﻖﯾِﺮَُﮭِﯿﻟ ﱟﻖَﺣ ِﺮْﯿَِﻐﺑ ٍئِﺮْﻣا ِمَد ُﺐِﻠﱠﻄُﻣَو ِﺔﱠِﯿﻠِھﺎَﺠْﻟا
Artinya:
Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam
bersabda:Manusia yang paling dimurkai Allah ada tiga, Orang yang
melakukan pelanggaran di tanah haram, orang yang mencari-cari perilaku
jahiliyah padahal telah masuk Islam, dan memburu darah seseorang tanpa
alasan yang dibenarkan untuk menumpahkan darahnya. 98(HR. Bukhari)
Dalam Hadis lain dikatakan:
 ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ :َلَﺎﻗ دﻮﻌﺴﻣ ﻦﺑ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ﺎًﻤُْﻠظ ٌﺲْﻔَﻧ َُﻞﺘُْﻘﺗ َﻻ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ
 َﻞَْﺘﻘْﻟا ﱠﻦَﺳ ْﻦَﻣ َل ﱠَوأ َنﺎَﻛ ُﮫﱠَﻧِﻷ َﺎﮭِﻣَد ْﻦِﻣ ٌﻞْﻔِﻛ ِل ﱠوَْﻷا َمَدآ ِﻦْﺑا َﻰﻠَﻋ َنﺎَﻛ ﱠِﻻإ
Artinya:
Dari Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Setiap
kali terjadi pembunuhan terhadap diri seseorang secara zhalim, maka putra
Adam yang pertama ikut bertanggungjawab terhadap darahnya, karena
dialah manusia pertama yang melakukan pembunuhan.99(HR. Muslim)
Dari beberapa ayat dan hadis tersebut menerangkan bahwa tidak ada
bentuk pembolehan melakukan pembunuhan yang bertujuan untuk menzalimi
orang. Sikap dan perbuatan yang melecehkan hak hidup manusia jauh dari sipat
kemanusiaan, tindakan tersebut harus di kenakan sanksi yang sesuai dengan
perbuatannya.
Dalam Islam tindakan membunuh merupakan tindakan kriminal yang
sangat berat, karena demikian di dalam al-Quran membunuh satu orang
98 Imam al-Bukhari, op. cit., h. 50.
99 Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, op. cit., h. 234.
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diibaratkan membunuh manusia seluruhnya. Sebagaimana yang tercantum dalam
surat al-Maidah ayat 32:
               
                 
                   
          
Terjemahnya:
Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu
(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka
bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-
olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya
telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan (membawa)
keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka
sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan
dimuka bumi.100(QS. al-Maidah: 32).
Ayat tersebut bukan saja sebagai pengibaratan melainkan juga terwujud
secara nyata didalam kehidupan masyarakat saat ini. Satu orang bisa membunuh
beberapa orang dengan cara yang sangat sadis, Mujianto minsalnya yang
membunuh beberapa orang korbannya dengan menggunakan racun tikus, yang
sebelumnya menyedomi korban sebelum dibunuh.101 Pada tahun 2008, Indonesia
100 Departemen Agama RI, op. cit., h. 114.
101 Kronologis pembunuhan berantai di Nganjuk I Kasus Gay Mujianto pembunuh
berantai, Perpustakaan Online Blogger Indonesia.htm
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dikejutkan dengan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Very Idham
Henyansyah atau Ryan. Ryan, yang juga merupakan pencinta sesama jenis,
membunuh 11 orang dalam rentang waktu tiga tahun. Satu orang dimutilasi dan
10 orang lainnya dikubur di halaman rumahnya.102 Kasus-kasus tindak pidana ini
merupakan bukti bahwa begitu nyawa manusia tidak dihargai lagi, para pelaku
tidak takut dan tidak segan-segan untuk membunuh satu, dua atau lebih. Belum
lagi kalau kita melihat kepada kasus-kasus yang lain yang kerapkali terjadi, yang
mungkin akan membuat kita miris melihatnya.
Setiap tindakan kriminal seharusnya berkonsekwensi mendapat sanksi
yang sesuai dengan perbuatannya, sanksi yang lemah hanya akan menghasilkan
perbuatan-perbutan kriminal marak di tengah-tengah masyarakat. Begitu juga
dengan tindakan kriminal pembunuhan yang diancam dengan hukuman penjara,
akan membuat pelaku kriminal tersebuat bisa mengulangi perbuatannya untuk
yang kedua kalinya dan seterusnya, yang ujungnya akan mencederai hak-hak
kehidupan setiap induvidu dalam masyarakat. Penjara bukanlah obat mujarab bagi
para pelaku pembunuhan, pasalnya seringkali terjadi pembunuh  kelas teri tiba-
tiba berubah menjadi pembunuh kelas kakap justru setelah keluar dari penjara.
Karena, selama di dalam penjara ia sering berintraksi dengan pembunuh lainnya
yang lebih professional.103
Maka menjadi konsekwensi yang logis untuk menjatuhkan hukuman yang
setimpal kepada para pelaku pembunuhan. Islam dengan sanksi pidana mati
102 Ibid.
103 Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, Qishas Pembalasan yang Hak (Cet. 1;
Jakarta: Khairul Bayan, 2003), h. v.
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(qishas) telah merespon perbuatan pembunuhan dengan ganjaran yang setimpal,
bahkan menjadi suatu kewajiban untuk ditegakkan Allah swt. berfirman:
                 
                
              
       
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang
mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan)
mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af)
membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula).
yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa
yang sangat pedih.104 (QS. al-Baqarah: 178)
Seruan pada ayat tersebut ditujukan kepda orang-orang beriman, karena
keimanan memiliki konsekwensi bahwa orang-orang tersebut akan mau menerima
segala sesuatu yang datang dari Allah. Mereka beriman kepada kepada Allah
tentang pensyariatan qishas. Allah menyerukan mereka bahwa Allah telah
mensyariatkan qishas bertkaitan dengan pembunuhan.105 Oleh karena itu adanya
pelaksanaan qishas merupakan salah satu bentuk perwujudan dari keimanan
104 Departemen Agama RI, op. cit., h. 28.
105 Sayyid Quthb, Tafsir fi Zhilalil-Qur an, trj. As’ad Yasin, et al., tafsir Fi Zhilalil-
Qur’an: Dibawah Naungan al-Qur’an (Cet. V11; Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 194.
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Kewajiban untuk melaksanakan qishas bersinergi dengan perlindungan
hak hidup manusia, dengan penegakan hukuman mati berarti ada kesungguhan
dan keseriusan untuk  menjaga kelestarian manusia, perkara ini ditegaskan oleh
Allah swt. dalam al-Quran:
                
Terjemahnya:
Dan dalam qishas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.106 (QS. al-Baqarah: 178)
Di dalam pensyariaatan hukum qishas bagi manusia, yakni membunuh si
pembunuh, terdapat hikmah yang sanga besar, yaitu terdapat kelangsungan hidup
dan terpeliharanya nyawa. Sesunggunya jika seseorang mengetahui apabila ia
membunuh maka ia akan dihukum mati niscaya ia akan mengundurkan niatnya,
sehingga jika aturan ini ada akan menjaga setiap jiwa dari manusia.107 Manusia
yang menggunakan akalnya dengan benar pasti akan berpikir beribu kali untuk
menghilangkan nyawa seseorang, jika mengetahui  bahwa nyawanya akan
dihilangkan juga kalau sampai nyawa orang lain hilang.
Sebagian besar manusia (para pelaku pembunuhan), kalau ditetapkan bagi
mereka hukuman hanya sekedar masuk penjara  beberapa tahun,  mereka tidak
akan jera, bahkan ada yang ingin masuk penjara untuk mendapatkan perlindungan
dan penghidupan dengan cuma-cuma. Bagi orang seperti ini tentulah yang paling
106 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, op. cit., h. 28
107 Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, terj. Bahrun
Abu Bakar dan Anwar Abu bakar, Tafsir Ibnu Katsir (Sinar Baru Algensindo: Bandung, 2000), h.
136.
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baik baginya adalah qishas, dibunuh apabila membunuh orang lain.108 Karena
dengan demikian kesewenang-wenangan tehadap jiwa orang lain tidak dilakukan
lagi.
Pada dasarnya di dalam pelaksanaan hukum qishas akan tercipta suatu
kehidupan yang tenang. Dengan sendirinya masyarakat akan terpelihara dari
penganiayaan dan pembunuhan antara anggota masyarakat. Dengan demikian jiwa
masyarakat akan terpelihara dari hukuman qishas karena tidak ada yang berani
melakukan pembunuhan.109 Karena dengan adanya hukuman qishas orang akan
merasa terancan dengan hukuman yang tegas tersebut, ini mengandung arti bahwa
hukuman qishas tersebut telah menjaga jiwa orang-orang yang punya keinginan
untuk melakukan tindakan pembunhan dari penjatuhan sanksi qishas, sekaligus
jiwa masyarakat umum.
Di dalam qishas terdapat kehidupan dalam arti yang lebih lengkap dan
lebih umum, karena perampasan terhadap kehidupan seorang manusia berarti
perampasan terhadap semua hak-hak yang bersandar kepada hak hidup tersebut,
sekaligus kehidupan itu sendiri, juga berarti suatu kejahatan terhadap semua
manusia yang memiliki sifat kehidupan. Apabila qishas terhadap seorang penjahat
dapat mencegah terenggutnya jiwa manusia maka sesunggunya hal itu bisa
mencegah perenggutan terhadap seluruh kehidupan. Dan di dalam tertahannya
seseorang untuk melakukan tindakan pembunuhan karena adanya hukum qishas
tersebut itu memiliki esensi yang sangat mendasar, yaitu terjaminnya kehidupan
108 Departemen  Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya ( Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h
34.
109 Ahmad Mustafa al-Maragi, Tafsi al-Maragi, terj. Bahrun Abubakar, et al., eds., Tafsir
al-Maragi (Cet. 11; Semarang: CV Toha Putra, 1992), h.107.
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yang mutlak, bukan saja kehidupan perseorang, bukan cuma kehidupan suatu
keluarga, dan bukan pula suatu kelompok.
Sering ada tuduhan bahwa pidana mati merupakan suatu bentuk
kekejaman kepada pelakunya yang juga memiliki hak hidup. Tuduhan ini tidak
melihat secara luas dan mendalam, karena hanya melihat kepada para pelaku
tindak pidana tersebut, kalau diperhatikan secara cermat maka sesunggunya
pemberian sanksi kepada para pelaku tidak lain karena ingin memberikan rasa
keadilan kepada pihak keluarga, yang juga merasa bahwa keluarganya yang
dibunuh termasuk bentuk kekejaman yang dilakukan oleh tersangka. Dan jika
hukuman qishas tidak terlaksana bagi pelaku, kemungkinan akan terjadi main
hakim sendiri karena tidak merasa mendapat keadilan, sebagai mana kasus-kasus
yang banyak terjadi di Indonesia.
Adapun pengkhitaban kepada orang-orang yang berakal, mempunyai
pengertian dan pemahaman bahwa penetapan hukum qishas supaya manusia sadar
dan menghentikan hal-hal yang diharamkan Allah swt. dan semua perbutan dosa.
Takwa merupakan kata yang menegandung pengertian dan mencakup semua
bentuk ketaatan dan menghentikan semua bentuk kemungkaran.110 Karena dengan
adanaya hukum qishas juga sebagai bentuk penekanan bahwa perbuatan
menghilangkan nyawa seseorang adalah suatu yang diharamkan. Oleh karena itu
orang-orang yang beriman kepada Allah swt. hendaklah menjauhkan perbutan
yang tidak manusiawi tersebut, supaya bisa tercatat sebagai orang-orang yang
bertakwa.
110 Al-Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir ad-Dimasyqi, lok, cit.
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Kata al-albab adalah bentuk jamak dari lub yaitu sari pati sesuatu. Ulu al-
albab adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni yang tidak diselubungi
oleh kulit, yakni kabut ide yang dapat meracuni pemikiran sehingga dapat
melahirkan kerancaun dalam berpikir. Yang merenungkan ketetapan Allah dan
melaksanakan hukum qishas ini, diharapkan terhindar dari siksa, sedangkan yang
menolak dan tidak mencari  esensi ketetapan tersebut berarti ada kerancaun dalam
cara berpikir.111 Karena ketika hukuman qishas tidak dikaji secara benar dan
hanya menonjolkan egoisme, sipat pobia dan lebih cenderung mendahulukan
hawa nafsunya, maka akan menghasilkan sesuatu yang jauh dari kebenaran
diakibatkan ia menutup akal sehatnya untuk memahami hukum tersebut.
Dengan demikian, denga adanya pensyariaatan hukum qishas bagi umat
manusia bertujuan untuk menciptakan masyarakat jauh dari perbutan kriminal,
menjaga hak-hak hidup setiap individu, menegakan hukuman qishas berarti
menjag secara maksimal hak hidup manusia. Maka hendaklah perkara penegakan
HAM dan perlindungannya melirik sistem pemidanaan ini, sebagai sistem
alternative dan trobosan baru dalam kancah kondisi masyakat dewasa ini yang
penuh dengan penodaan hak hidup.
C. Kewajiban Negara dalam Penegakan Pidana Mati
a. Pidana Mati (qishas) dan Pelaksanaannya oleh Negara
Negara adalah institusi terbesar dalam sebuah tatanan masyarakat,
melindungi, menjadi pengayom, memenuhi kebutuhan, serta menjamin keamanan
111 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah:Pesan, kesan dan Keserasian al-Quran (Cet. X;
Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 394.
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masyarakat sudah menjadi kewajiban para pejabat yang duduk sebagai pemimpin
dalam sebuah negara tersebut. Oleh karena itu pemimpin yang dalam sebuah
negara bagaikan perisai yang harus mampu melindungi semua warga negara tanpa
terkecuali.
Islam bukan saja ibadah ritual semata, melainkan sebuah mabda’ (idiologi)
yang memiliki sistem yang bisa mengatur semua segi kehidupan masyarakat.
Dalam menjalankan idiologi tersebut secara utuh maka harus ada sebuah negara
yang mengusungnya, yaitu dengan menerapkan seluruh syariat Islam. kepala
pemerintahan dalam Islam bukan hanya dilihat sebatas jabatan publik semata,
melainkan sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan di depan al-Khalik kelak.
Rasulullah pernah bersabda:
 ٌلُﻮﺌْﺴَﻣ ْﻢُﻜﱡﻠُﻛَو ٍعاَر ْﻢُﻜﱡﻠُﻛ ََﻻأ َلَﺎﻗ ُﮫﱠَﻧأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ْﻦَﻋ
 َﻋ يِﺬﱠﻟا ُﺮﯿَِﻣْﻷَﺎﻓ ِِﮫﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ِِﮫﺘﱠﯿِﻋَر ْﻦَﻋ ٌلُﻮﺌْﺴَﻣ َُﻮھَو ٍعاَر ِسﺎﱠﻨﻟا َﻰﻠ…
Artinya:
Dari Ibnu Umar ra, dari Nabi Muhammadsaw. beliau telah bersabda, Setiap
orang dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungan jawab terhadap apa yang di pimpinnya. Seorang raja adalah
pemimpin bagi rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungan jawab atas
apa yang dipimpinnya.112 (HR. Ahmad, al-Bukhari, Muslim).
Hadis tersebut menjelaskan kedudukan seorang pemimpin dalam sebuah
negara dengan sistem Islam. Karena itu, jika seoarang pemimpin dengan sistem
Islam tersebut ada, tentu semua hukum Islam akan bisa diterapkan secara totalitas,
dan keutuhan akan senantiasa bisa dipertahankan dengan baik.113 Karena dengan
112 Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, op. cit., h. 8.
113 Hafidz Abdurrahman, Diskursus Islam polotik dan Spritual (Cet. 111; Bogor: al-
Azhar press), h. 226.
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adanya negara sebagai kekuasaan tertingi  bisa menjalankan semua bentuk sistem
hukum atas dasar legitimasinya.
Penjagaan atas setiap jiwa dalam  masyarakat  bisa terlaksana dengan
menerapkan sistem sanksi dalam Islam yaitu qishas. Negara yang menerapkan
hukum qishas sebagai bentuk sanksi kepada para pelaku pembunuhan akan
mampu menekan tindakan-tindakan kriminal. Karena negara yang mengusung
sistem Islam berdiri diatas dasar aqidah Islam, yang menjadikan setip jiwa
penduduknya sebagai sesuatu yang sangat berharga dan harus dilindungi dengan
menekan setiap perbuatan kejahatan semaksimal mungkin.
Kewajiban negara dalam melegalisasi hukuman qishas berdasarkan
kewajiban menerapkan hukuman tersebut, karena penegakan  hukuman tersebur
bukan wewenang induvidu atau kelompok melainkan melalui kekuasan negara
sebagai perwakilan dari pihak keluarga korban pembunuhan, sebagaimana
tercantum di dalam al-Qur’an sebagai berikut:
                
          
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan
barangsiapa dibunuh secara zalim. Maka Sesungguhnya kami telah memberi
kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui
batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat
pertolongan.114 (QS. al-israa’: 33)
114 Departemen Agama RI, op. cit., h. 286.
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Ketika terjadi tindak kriminal pembunuhan maka Allah dalam ayat
tersebut memberikan keluasan para wali korban  untuk memilih tindakan sanksi
apa yang harus diberikan kepada tersangka, jika para wali memilih qishas maka
disinilah kepala negara berkewajiban melaksanakan sanksi tersebut. Maka dapat
dipahami bahwa ketika sebuah negara ingin melindungi hak hidup warga
negaranya, maka secara otomatis kewajiban untuk melegalisasi hukum pidana
mati harus di tegakkan.
Dalam hal pelaksanaan qishas penguasa boleh melimpahkannya kepada
qadhi (hakim) setempat, apabila dipandang perlu. Dalam pelaksanaan qishas, para
penguasa diberi wewenang untuk melakasanakan yang diperintahkan untuk tidak
melampui batas yang ditentukan, karena dengan tidak melampui batas mereka
mendapat pertolongan Allah nanti di akhirat, oleh karena itu para hakim
hendaknya berpedoman kepeda ketentuan tersebut dalam memutuskan perkara,
jangan sampai memutuskan perkara yang bertentangan dengan ketentuan Allah
atau melebihi ketentuan yang berlaku.
Tindakan membunuh merupakan tindakan yang sangat kejam terhadap
korbannya, oleh karena itu negara harus menjatuhakan sanksi yang tegas pula
kepada pelakunya, negara bisa dianggap lemah dalam melindungi jiwa warga
negaranya dengan maraknya pembunuhan ditengah-tengah masyarakat, terlebih-
lebih karena disebabkan hukuman yang sangat ringan.
Islam memandang bahwa kepemimpinan itu merupakan amanah yang
harus dipegang secara benar. Dengan memberikan perlindungan dan penjagaan
maksimal keamanan jiwa warga negara dengan menetapkan hukum Allah seperti
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qishas sebagi jaminan hak hidup. Karena negara yang berasaskan Islam tidak akan
pernah melegalisasi sebuah hukum melainkan itu bersumber dari dari al-Qur’an
dan sunnah
Metode Islam yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana Islam
termasuk pidana mati supaya bisa tegak ditengah kehidupam masyarakat adalah
dengan melalui sebuah negara yang menerapkan hukum tersebut. Sebagaimana
yang dicontohkan oleh baginda Rasul ketika menjadi kepala negara di Madinah
qishas selalu eksis sebagai salah satu bentuk pemidanaan di tengan-tengah
masyarakat Madinah.
Pada masa khulaurrosidin qishas telah dipraktekan sesuai dengan apa yang
Rasulullah praktekkan tanpa mengalami perubahan sedikitpun, maka jika ummat
Islam mau mempratikkan  pada zaman sekarang  tentu sangat bisa, karena hukum
ini bersipat abadi dan sesuai dengan zaman. Ketentuan ini bersipat universal,
sehingga bisa berlaku dimanapun ummat Islam berada, tentu sebagai wujud dari
ketaatan kepada Allah swt. dan meneladani Rasulullah saw.
Pada zaman khalifah Abu Bakar ra. beliupun menjalankan syariat Islam
berupa qishas bagi seluruh rakyatnya. Demikian juga pada zaman khalifah Umar
bin Khattab, Ummar tidak segan menindak secara tegas pelaku pembunuhan
secara dengan hukuman qishas. Pada masa  Umar pernah terjadi pembunuhan
seseorang oleh sekelompok orang yang mana Umar menghukum mati orang-
orang yang membunuh tersebut, dan pernah juga terjadi seorang laki-laki
membunuh seorang perempuan maka Umar menjatuhkan sanksi qishas kepada
pelaku tersebut.
85
Demikian juga yang pelaksanaan qishas pada masa Usman bin affan dan
Ali bin Abi Thalib, tidak segan-segan menindak para pelaku pembunuhan dengan
hukuman qishas
Demikianlah pidana mati yang mampu manjaga setiap nyawa manusia dan
mendapat jaminan langsung dari Allah swt. untuk melestariakan kelangsungan
hidup manusia. yang seharusnya bagi hamba Allah yang mengaku sebagai
makhluk hendaklah mengambil pemidanaan ini dalam rangka mencipakan
perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat.
b. Pidana Mati di Indonesia
Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hingga saat ini merupakan
peninggalan penjajah Belanda yang berlandaskan falsafah yang berbeda dengan
falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, seperti faham kebebasan,
menonjolkan hak Individu, yang tentu berbeda dengan bangsa Indonesia yang
sangat kental dengan norma-norma kesusilaan.
Falsafah negara Indonesia lebih berkiblat ke timur yang merupakan titik
tolak penyebaran agama Islam, tentu dengan hal yang demikian menyebabkan
negara Indonesia menjdi negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
adalah suatu yang logis ketika kaum muslimin di Indonesia mau menjalankan
semua bentuk ajaran-ajaran Islam sebagai bentuk konsekwensi suatu agama yaitu
untuk dilaksanakan.
Di dalam agama Islam terdapat ajaran-ajaran yang menyangkut hubungan
dengan sesama manusia yang harus terwujud dalam bentuk pengaturan secara
sistematis oleh sebuah lembaga kenegaraan. Hukum pidana merupakan salah satu
dari bentuk aturan yang mengtur tindakan-tindakan kriminal dan
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pelanggaran,hukum pidana mati merupakan sanksi yang termasuk diatur dalam
hukum pidana Islam disamping bentuk-bentuk pemidanaan yang lain.
Bagi Umat Islam, tidak ada pilihan lain selain meyakni bahwa  menjalan
aturan agama yang ada termasuk pidana mati (qishas) merupakan ajaran yang
harus dilaksanakan. Keinginan umat Islam untuk menjalankan semua bentuk
ajaran tersebut bersumber dari kesadaran bahwa hukum tersebut adalah hukum
ang mampu menjadikan masyarakat yang aman dan tentram yang bersumber dari
al-Khalik, sekaligus sebagai kereksi terhadap pemidanaan yang ada di Indonesia
yang merupakan produk orang-orang Barat yang berasal dari akal manusia.
Dengan demikian Umat Islam merasa harus mengembalikan dan mewujudkan
hukum pidana Islam sebagai hukum pidana yang mampu mewujudkan keadilan,
karena hukum tersebut bukan berasal dari manusia melainkan berasal dari rujukan
yang valid yaitu al-Qur’an dan Sunnah.
Menerapkan hukum pidana Islam berarti menerapkan pidana qishas bagi
pelaku pembunuhan. Di Indonesia aspirasi untuk menegakkan pidana mati datang
dari berbagai pihak termasuk umat Islam sendiri, tapi aspirasi tersebut kadang
kandas mengingat banyak juga yang menentang dan menganggap pidana mati
tidak cocok di negara Indonesia, penentangan dan ketidak setujuan tersebut
datang dengan berbagai argumentasi dan alasan tertentu. Pertarungan antara
masyarakat yang pro dan kontra seakan tidak ada habisnya, kalangan yang kontra
minsalnya mengeluarkan semua jurusnya demi mempertahankan alasan ketidak
setujuannya. Keadaan seperti ini merupakan kondisi yang sangat sulit bagi para
anggota masyarakat yang menginginkan pidana mati diterapkan di Indonesia,
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disamping adanya pakator-paktor lain yang juga tidak bersinergi dengan aspirasi
tersebut.
Namun Indonesia dengan negara yang mayoritas penduduknya muslim
masih punya kesempatan kedepan untuk menjadika pidana mati bagi para pelaku
pembunhan yang merupakan bagian dari hukum pidana Islam sebagai salah satu
bentuk pemidanaan, peluang ini masih terbuka lebar karena tedapat berbagai
paktor yang mendorongnya diantaranya:
1. kultural masyarakat Islam Indoneisa, yakni banyak kaum Muslimin di
Indonesia yang mau menerapkan hukum Islam.
2. Paktor akademis, adanya pengajaran terkait dengan pimidanaan tersebut di
sekolah dan di kampus-kampus.
3. Paktor politis, adanya muncul parpol-parpol  yang berlandaskan Islam
Sedangkan dalam penegakan hukuman mati masih banyak kendala yang
harus dihadapi di negara Indonesia, karena masih banyak orang-orng yang tidak
setuju dengan pemidanaan tersebut, diantaranya dengan argumentasi sebagai
berikut:
1. Hukuman mati merupakan jenis pelanggaran hak asasi manusia yang
paling penting, yaitu hak untuk hidup (right to life). Hak fundamental
(non-derogable rights) ini merupakan jenis hak yang tidak bisa dilanggar,
dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apapun, baik itu dalam  keadaan
darurat, perang, termasuk bila seseorang menjadi narapidana. Indonesia
sendiri ikut  menandatangani Deklarasi Universal HAM dan Presiden telah
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meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil Politik, keduanya secara
jelas menyatakan hak atas hidup merupakan hak setiap manusia dalam
keadaan apapun dan adalah kewajiban negara untuk menjaminnya.
Penulisngnya ratifikasi Kovenan Sipil Politik ini tidak diikuti pula dengan
ratifikasi Protokal Tambahan Kedua Kovenan Internasional tentang Hak
Sipil Politik tentang Pengahapusan Hukuman Mati.
2. Hukuman mati memiliki turunan pelanggaran HAM serius lainnya, yaitu
pelanggaran dalam bentuk tindak penyiksaan (psikologis), kejam dan tidak
manusiawi. Hal ini bisa terjadi karena umumnya rentang antara vonis
hukuman mati dengan eksekusinya berlangsung cukup lama. Tragisnya
Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan
mengadopsinya menjadi UU Anti Penyiksaan No.5/1998.
3. Penerapan hukuman mati di Indonesia  juga bertentangan dengan
perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia saat ini.  Amnesty
Internasional, terdapat 142 negara dengan rata-rata pertambahan 3 negara
tiap tahun- yang telah menghapuskan hukuman mati, baik melalui
mekanisme hukum maupun praktek konkrit. Bahkan dari jumlah di atas,
24 negara memasukkan penghapusan hukuman mati di dalam
konstitusinya. Wilayah yang negaranya paling aktif menghapus praktek
hukuman mati adalah Afrika, yang memiliki kultur, sistem politik, dan
struktur sosial yang mirip dengan Indonesia. Penghapusan hukuman mati
baik melalui mekanisme hukum atau politik di Indonesia pasti
meninggikan martabat Indonesia di mata komunitas internasional.
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4. Praktek hukuman mati di Indonesia selama ini masih bias kelas dan
diskriminasi, di mana hukuman mati tidak pernah menjangkau pelaku dari
kelompok elit yang tindak kejahatannya umumnya bisa dikategorikan
sebagai kejahatan serius.
5. Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah hukuman mati
akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya hukuman mati telah gagal
menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingakan
dengan jenis hukuman lainnya.
6. Penerapan hukuman mati juga menunjukkan wajah politik hukum
Indonesia yang kontradiktif. Salah satu argumen pendukung  hukuman
mati adalah karena sesuai dengan hukum positif Indonesia. Padahal
semenjak era reformasi/transisi politik berjalan telah terjadi berbagai
perubahan hukum dan kebijakan negara. Meski hukuman mati masih
melekat pada beberapa produk hukum nasional, namun reformasi hukum
juga menegaskan pentingnya hak untuk hidup. Pasal 28I ayat (1) UUD ’45
(Amandemen Kedua) menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
umum, dan hak untuk  tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi  manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun,
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Masih banyak sekali peraturan dan perundang-undangan yang
bertentangan dengan semangat konstitusi di atas. Tercatat masih terdapat
11 perundang-undangan yang masih mencantumkan hukuman mati.115
Demikianlah potret hukuman mati di Indonesia yang masih dalam
perdebatan yang pro dengan yang kontra, namun harapan kedepan ada semacam
diskusi yang serius  sehingga bisa menjadi jalan untuk pidana mati dilegalisasi di
negara ini, mengingat bahwa banyaknya kasus-kasus pembunuhan ditengah-
tengah masyarakat dewasa ini. Tentu dengan harapan tersebut negara ini bisa
menjadi negara yang aman, tentram dan jauh dari tindakan-tindakan criminal
115 Silaban, rudini. “ Pro Kontra Hukuman Mati”  http //rudi76. Word press. Com. /





Berdasarkan uraian-uraian pada bagian-bagian pembahasan, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pidana mati (qishas) merupakan salah satu bentuk pemidanaan  yang
diwajibkan oleh Allah swt., serta bentuk dari sanksi yang mampu menekan
tindakan pembunuhan yang merupakan perbuatan yang melanggar hak
asasi manusia yaitu hak untuk hidup, dan mampu memberikan daya
preventif. oleh karena itu, penegakkan pidana mati oleh negara merupakan
sesuatu yang harus dilakukan karena dengan tegaknya pidana berarti
negara telah melindungi hak hidup warga negaranya.
2. Pidana mati di Indonesia sampai saat sekarang ini masih menjadi
perdebatan antara yang pro dengan yang kontra, sehingga untuk
pelaksanaan pidana mati masih menjadi wacana semata untuk
diaplikasikan, ini diakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat dengan
esensi pidana mati, dan menguatnya pemahaman yang mencoba untuk
menggugurkan pemidanaan tersebut.
B. Saran-saran
1. Sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah, maka hendaklah
kaum muslimin   senantiasa menyerukan untuk melaksanakan pidana mati
sebagai salah satu bentuk kesungguhan dalam mencegah tindak
pembunuhan secara sewenang-wenang. dan pengharapan pula kepada para
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masyarakat umum  untuk mau menerima pidana mati sebagai sistem
sanksi yang akan menjaga hak-hak hidup manusia secara menyeluruh.
2. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar, maka
diharapkan Indonesia mampu menjadikan pidana mati sebagai salah satu
pemidanaan formal untuk diberlakukan kepada waraga negara yang
melakukan tindak pidana pembunuhan, dan harus ada keseriusan negara
untuk mempasilitasi pengkajian sistem pemidanaan tersebut melalui
pendidikan formal maupun nonformal, dalam rangka penyebaran opini
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